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Nomor
Sifat

: 000.8.6.3/52/411.308/2026
: Penting

Nganjuk, 6 Februari 2026

Hal : Penyampaian LKjIPTahun 2025
Lampiran : 1 Bendel

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
         c.q Kepala Bagian Organisasi Kabupaten Nganjuk
di 
      Nganjuk

Berdasarkan Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk Tanggal 12 Januari 2026
Nomor 00.8.6.3/91/411.000/2026 Hal Penyusunan Laporan Kinerja TA 2025, Kami lampirkan
Laporan Kinerja TA 2025 di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan PTSP.

.
Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL 
DAN PTSP
KABUPATEN NGANJUK

       ${ttd}

SAMSUL HUDA, S.H, M.H
NIP. 19660810 199203 1 011

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

MPP NYAWIJI Jalan Brantas Kelurahan Werungotok
Telp/Fax/ (0358) 3510097,  Email : dpmptsp@nganjukkab.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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KATA PENGANTAR

 

 Puji syukur kita persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan

karuniaNya, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Nganjuk Tahun

2025 ini dapat diselesaikan. 

Laporan  Akuntabilitas  Instansi  Pemerintah  (LAKIP)/  Laporan  Kinerja  Instansi

Pemerintah (LKJIP) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 ini

disusun  sebagai  pertanggung  jawaban  atas  pelaksanaan  tugas  pokok  dan  fungsi  Dinas

Penanaman Modal dan PTSP (DPMPTSP) Kabupaten Nganjuk dan dengan maksud untuk

mengetahui kemajuan (progress) dan prestasi kerja (achievement) yang dapat dicapai oleh

DPMPTSP pada Tahun 2025. 

Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya saran dan masukan yang konstruktif guna

peningkatan kualitas tugas-tugas Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Nganjuk

dimasa  yang  akan  datang.   Berikutnya   kepada  semua  pihak  yang  telah  secara  aktif

berpartisipasi dan memberikan konstribusi dalam penyusunan LKjIP Dinas Penanaman Modal

dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu   Kabupaten  Nganjuk  Tahun  2025  ini,  disampaikan

penghargaan dan ucapan terimakasih. 

Akhirnya  semoga Laporan Kinerja  Instansi  Pemerintah (LKJIP)  Dinas  Penanaman

Modal  Dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten  Nganjuk  Tahun  2025  ini  dapat

memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

 

Nganjuk,     Januari   2026

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN NGANJUK

       ${ttd}

SAMSUL HUDA, S.H., M.H
Pembina Utama Muda

NIP . 196608101992031011

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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IKTISAR EKSEKUTIF  

  

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk adalah 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk Yang 

memiliki tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan PTSP (DPMPTSP) 

yaitu mempunyai tugas : menyusun, melaksanakan dan menetapkan kebijakan daerah di bidang 

Penanaman Modal  dan pelayanan Terpadu Satu Pintu daerah dalam bentuk rencana umum 

penanaman modal daerah dan rencana strategis daerah sesuai dengan program pembangunan 

daerah kabupaten dan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi.  

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Nganjuk dalam menjalankan fungsi 

tersebut selalu mengedepankan prinsip kebersamaan, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, 

efektif dan responsif serta berpedoman pada peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang pedoman penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu (PTSP).  

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan PTSP 

(DPMPTSP) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2025, merupakan bagian dari informasi 

pengukuran kinerja dan pencapaian tujuan dan sasaran DPMPTSP Kabupaten Nganjuk, 

sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) DPMPTSP Tahun 2025 – 2029, 

Rencana Kerja (RENJA) DPMPTSP Tahun 2025 dan Dokumen Penetapan Anggaran Kinerja 

DPMPTSP Tahun Anggaran 2025.  

Keberhasilan dalam Pencapaian tujuan dan sasaran tersebut merupakan hasil kerja keras 

DPMPTSP Kabupaten Nganjuk dan instansi terkait serta peran serta masyarakat (pelaku 

Usaha). Secara umum dapat disampaikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang 

dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 tidak mengalami kendala yang 

sangat berarti. Capaian kinerja Program, Kegiatan dan Keuangan oleh DPMPTSP selama tahun 

I Resnstra 2025 - 2029 menunjukan hasil yang cukup dilihat dari tingkat investasi dan kepuasan 

masyarakat.  

Dalam rangka mewujudkan good govermance di lingkungan Instansi Pemerintah sebagai 

wujud pertanggung jawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi, maka setiap 

kinerja penyelenggaraan Pemerintah, wajib menyusun laporan akuntabilitas.  

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas 

Penanaman Modal dan PTSP (DPMPTSP) Kabupaten Nganjuk yaitu:  

1. Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;  
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2. Keputusan Kepala LAN Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan  

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;  

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Penyusunan Laporan Kinerja;  

4. Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.  

Maka LKjIP ini disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, 

pokok dan fungsi pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan program dan kegiatan yang 

merupakan suatu proses yang berorientasi pada Perencanaan Strategis Dinas Penanaman Modal 

dan PTSP Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 dengan memperhitungkan situasi kondisi, potensi, 

peluang, strategi dan kendala yang ada. LKjIP mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, 

kebijakan program dan kegiatan realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.  

Sehubungan hal tersebut diatas, maka implementasi/ pelaksanaan pencapaian tujuan, 

sasaran, program dan kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut:  

Tujuan yang hendak dicapai berkaitan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh 

Bupati Nganjuk di bidang penanaman modal yaitu Meningkatkan Produktifitas ekonomi local 

sektor investasi daerah 

Untuk itu pada tahun 2025 perlu dilakukan kegiatan peningkatan pelayanan kepada 

masyarakat dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan dalam upaya meningkatkan investasi.  

Adapun sasaran yang hendak dicapai berkaitan dengan program, kegiatan, dan sub Dinas 

Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Nganjuk yaitu Meningkatnya Iklim Investasi dan 

meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan.  

Untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran, maka diadakan kegiatan–kegiatan 

yang relevan dan sesuai sehingga dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya secara 

periodik. 

LKjIP ini merupakan gambaran tingkat pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman 

Modal dan PTSP sebagai penjabaran visi, misi dan strategi Bupati Nganjuk yang 

mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan–kegiatan sesuai 

dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Sedangkan pelaksanaan dalam mencapai 

sasaran program tahun 2025 termasuk dalam kriteria berhasil, karena strategi yang ditetapkan 

dalam mencapai sasaran hambatan dan kekurangan dapat di atasi.  

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk diharapkan dapat memacu peningkatan kinerja dan 

peluang–peluang menuju peningkatan perbaikan yang terus dilakukan dan masih terbuka.  
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Sedangkan strategi yang merupakan kebijakan dalam mengimplementasikan program 

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Nganjuk dalam mewujudkan tujuan dan 

sasaran, yaitu:  

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota 

2. Pengembangan Iklim Penanaman Modal;  

3. Promosi Penanaman Modal;  

4. Pelayanan Penanaman Modal;  

5. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;  

6. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.  
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BAB I PENDAHULUAN  

 

A. LATAR BELAKANG  

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam rangka 

meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan 

bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented governement). Sedangkan 

untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

(LKjIP). Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah dan dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah.  

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2025, Pemerintah 

menyusun LKjIP 2025 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi 

Pertanggungjawaban Kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. 

Sehubungan dengan hal tersebut maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

pintu (DPMPTSP) Kabupaten Nganjuk perlu menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

(LKjIP) sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja yang berisi ikhtisar 

pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan 

dokumen perencanaan.  

Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen 

lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, 

Penetapan Kinerja (Tapkin)/Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).  

 

B. LANDASAN HUKUM 

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas 

Penanaman Modal dan PTSP (DPMPTSP) Kabupaten Nganjuk yaitu  

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2730)Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 
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tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor   4421);   

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional. 

3. Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   Nomor 4700). 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 20I4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 20l4 tentang kmerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indcnesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679) 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ( 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja 

Instansi Pemerintah. 

9. Peraturan Pemerintah  Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4817);  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 114, tambahan 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) Sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ( Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6402); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan 

Penganggaran Pembangunan Nasional( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal ( 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 2,tambahan lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6133; 

13. Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah( 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP). 

15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan; 

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

(PermenpanRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

17. Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2006 Nomor 12);  

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana  

Pembangunan  Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 

(Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04); 

19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Nganjuk Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 ( Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk 

Tahun 2020 Nomor 8); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 – 2029 
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21. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Kedudukan , Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk; 

22. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan 

Daerah Kabupaten Nganjuk  tahun 2024-2026; 

23. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Rencana  Strategis  Perangkat  

Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026; 

24. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah 

Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 

 

C. STRUKTUR ORGANISASI , TUGAS DAN FUNGSI 

Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Nganjuk yang dibentuk berdasarkan dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati No 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah serta Keputusan 

Bupati Nomor 188 / 120 / K / 411.013 / 2022  

1. Struktur Organisasi 

Dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 

Nganjuk, Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kabupaten Nganjuk meliputi :  

a. Kepala Dinas  

b. Sekretariat, terdiri dari:  

i Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  

ii Kelompok Jabatan Umum dan Kepegawaian 

c. Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal 

d. Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu  

 

Adapun Bagan susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk sebagai berikut :  
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STRUKTUR ORGANISASI DPMPTSP KABUPATEN NGANJUK  

Gambar 1 SOTK Dinas Penanaman Modal dan PTSP  

 

2. Tugas dan Fungsi 

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu 

Pintu Kabupaten Nganjuk sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 6 

Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata 

Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :  

a. Tugas Pokok  

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas 

membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu  
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b. Fungsi   

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Kabupaten Nganjuk 

adalah :  

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan di Bidang Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;  

2. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu ;  

3. Pelaksanaan evaluasi dan Pelaporan di Bidang Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;  

4. Pelaksanaan administrasi Dinas di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu ;  

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

 

3. Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh DPMPTSP Kabupaten Nganjuk dalam 

membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dinas berjumlah 22 orang dengan 

rincian sebagai berikut :  

a. Pegawai menurut Golongan adalah sebagai berikut:  

U R A I A N  Satuan  Jumlah  

a. Jumlah PNS      

1) Golongan I  Orang  -  

2) Golongan II  Orang  1  

3) Golongan III  Orang  9 

4) Golongan IV  Orang  2 

5) PPPK Orang 2 

6) PPPK Paruh Waktu Orang 8 

Jumlah  Orang  22 

  (Data per 10 Januari 2026)  
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D. ISU-ISU STRATEGIS 

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam 

perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas dimasa datang. Suatu kondisi/ 

kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan 

menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan 

menghilangkan peluang untuk meningkatkan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk dalam jangka panjang.  

Isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kabupaten Nganjuk di tahun 2025 adalah : 

a. Berdasarkan Renstra 2024-2026 

1. Pertumbuhan/Peningkatan Nilai Investasi Daerah 

2. Perizinan berbasis Sistem Informasi 

3. Belum adanya regulasi berupa Perda tentang kemudahan berusaha 

b. Berdasarkan Renstra 2025-2029 

1. Optimalisasi Koordinasi dalam pemberian pelayanan. 

2. Optimalisasi peningkatan iklim dan minat investasi yang disebabkan oleh 

keragaman penerapan kebijakan yang belum dialkukan secara terintegrasi 

3. Meningkatkan promosi investasi yang berbasis peta potensi investasi yang dimiliki 
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E. SISTEMATIKA PENULISAN 

Adapun Sistematikan Penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk sebagai berikut : 

Bab I  Pendahuluan  

   Pada Bab ini minimal memuat :  

   a. Gambaran umum/latar belakang  

   b. Landasan Hukum 

   c. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi  

   d. Isu-isu Strategis (strategic issued). 

   e. Sistematika Penulisan 

Bab II  Perencanaan Kinerja 

   Pada Bab ini diuraikan tentang : 

   a. ikhtisar/ringkasan Renstra/Renja 

   b. Perjanjian Kinerja pada tahun yang bersangkutan 

Bab III  Akuntabilitas Kinerja  

   a. Capaian Kinerja Organisasi 

   b. Realisasi Anggaran 

Bab IV  Penutup 

Lampiran-Lampiran  

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025  

2. Indikator Kinerja Utama (IKU)  

3. Dokumen Penganggaran (Ikhtisar DPA) 

4. Bukti Dukung Capaian Kinerja. 
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BAB II  PERENCANAAN KINERJA  

  

A. IKHTISAR RENCANA STRATEGIS/RENJA  

1. RENSTRA Berdasarkan RPD Tahun 2024-2026 dan RPJMD Tahun 2025-2029 

 

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 

berdasarkan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan tahap ke IV RPJPD Kabupaten 

Nganjuk Tahun 2005-2025, kemudian menjadi landasan perumusan tujuan, sasaran, 

strategi, kebijakan Renstra Perangkat Daerah untuk periode 3 tahun. Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk mendukung tercapaianya 

Tujuan dan sasaran dalam RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 yaitu “Nganjuk 

Tumbuh” dengan  

Tujuan : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan 

penanggulangan kemiskinan melalui pemerataan pembangunan yang berwawasan 

lingkungan hidup. 

Sasaran I : Meningkatkan Produktifitas Ekonomi Lokal 

Dengan indikator Sasaran 1 : Nilai Investasi Daerah 

 

 Berdasarkan Tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 maka 

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024-2026 ditunjukkan pada 

table 2.1, table 2.2 dan table 2.3 sebagai berikut : 

Tabel. 2.1 

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan 

 

Tujuan RPD :  

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan penanggulangan 

kemiskinan melalui pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup 

Sasaran RPD : 

Meningkatkan Produktifitas Ekonomi Lokal 

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

Meningkatkan 

Produktifitas 

Ekonomi Lokal 

Sektir investasi 

daerah 

 Meningkatnya 

Iklim Investasi 

1. Penerapan 

Kebijakaan 

a. Review Peraturan 

penanaman modal dan 

pelaksanaan pelayanan 

b. Jenis 

peraturan/kebijakan yang 

disusun dan/atau 

disempurnakan terkait 
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penanaman modal dan 
pelayanan perizinan/non 

perizinan 

c. Pelaksanaan 

pengendalian pelaporan 

lkpm 

d. Mendorong kegiatan 

penanaman modal 

 

  2. 

Penyelenggaraan 

Promosi 

Penanaman 

Modal 

a. Mengikuti promosi di 

event kabupaten, 

provinsi dan luar 

provinsi dengan 

memperhatikan potensi 

investasi pembangunan 

 Meningkatnya 

Kualitas pelayanan 

perizinan dan non 

perizinan 

1. peningkatan 

kualitas 

pelayanan 

perizinan dan 

non perizinan 

a. Peningkatan dukungan 

layanan perizinan dan 

non perizinan dalam 

bentuk review regulasi 

b. Penyusunan standar 

operasional prosedur dan 

maklumat pelayanan 

  2. pelaksanaan 

pelayanan 

perizinan dan 

non perizinan 

secara online 

a. Pengembangan system 

teknologi informasi 

b. Penyiapan sarana 

jaringan dan 

infrastruktur secara 

online 

b. Penyediaan sarana dan 

prasarana teknologi 

informasi 

  3. peningkatan 

dan pengelolaan 

kantor dalam 

mendukung 

efisensi dan 

efektivitas 

kinerja pegawai 

a. Penyediaan sarana dan 

prasarana kantor 

b. Pemeliharaan sarana dan 

prasarana kantor 
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Tabel. 2.2 

Indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Nganjuk 

 

No Tujuan Sasaran Indikator 

Data 

Capaian 

Tahun Awal 

Target Kinerja Tujuan /Sasaran 

2022 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Meningkatkan 

Produktifitas 

Ekonomi 

Lokal Sektir 

investasi 

daerah 

 Nilai 

Investasi 

(Rp) 

* 4.529.076. 

183.502 

1.050.000. 

000.000 

1.356.000. 

000.000 

1.774.500. 

000.000 

  Meningkatnya 

Iklim 

Investasi 

Presentase 

Pertumbuhan 

Nilai 

Investasi 

Daerah (%) 

7 26 29 31 

  Meningkatnya 

Kualitas 

pelayanan 

perizinan dan 

non perizinan 

Indeks 

Pelayanan 

Publik 

(Indeks) 

3.57 3.60 3.80 4.1 

Ket : * Pada indikator Nilai Investasi Daerah Mengalami penurunan target, dikarenakan 

perubahan formulasi perhitungan dimana pada Renstra 2024-2026 formulasi perhitungan Nilai 

Investasi diperoleh dari nilai Laporan Realisasi Penanaman Modal yang disampaikan Investor 

melalui OSS RBA 

 

Tabel 2.3 

Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Nganjuk 
 

NO INDIKATOR 
TARGET KINERJA 

KONDISI KINERJA 

PADA AKHIR PERIODE 

RENSTRA 2024 2025 2026 

1 Nilai Investasi 

Daerah 

1.050.000. 

000.000 

1.365.000. 

000.000 

1.774.500. 

000.000 

1.774.500.000.000 

2 Nilai Indeks 

Pelayanan 

Publik 

3.57 3.80 4.1 4.1 

 

Berdasarkan tabel 2.2 dan 2.3 diatas target kinerja menunjukkan komitmen organisasi 

dalam memacu pertumbuhan investasi dan kualitas layanan dalam periode Renstra 

berjalan. Pada indikator Nilai Investasi Daerah, organisasi menetapkan target yang 

meningkat secara progresif setiap tahunnya, dimulai dari Rp1.050.000.000.000 pada tahun 

2024, naik menjadi Rp1.365.000.000.000 pada tahun 2025, hingga diproyeksikan 

mencapai Rp1.774.500.000.000 pada akhir periode tahun 2026. Tren kenaikan sebesar 

30% setiap tahun ini mencerminkan optimisme terhadap iklim ekonomi daerah. Sejalan 
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dengan upaya peningkatan investasi, indikator Nilai Indeks Pelayanan Publik juga dipatok 

untuk terus membaik guna menciptakan ekosistem birokrasi yang lebih efisien. Target 

indeks pelayanan publik dimulai pada angka 3,57 di tahun 2024, meningkat menjadi 3,80 

di tahun 2025, dan ditargetkan mencapai skor 4,1 pada akhir masa Renstra tahun 2026. 

Dengan menetapkan kondisi akhir di angka 4,1, organisasi menegaskan bahwa perbaikan 

kualitas layanan merupakan pilar utama yang harus berjalan beriringan dengan target 

pertumbuhan nilai investasi daerah demi mencapai tujuan pembangunan yang 

berkelanjutan. 

Pada tahun 2024 telah dilaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah 

Kabupaten Nganjuk oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi, rekomendasi mendasar yang diberikan adalah perbaikan pohon kinerja 

Perangkat Daerah yang mempengaruhi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 

2024-2026. Perbaikan pohon kinerja dimaksud perlu diterjemahkan dalam komponen 

perencanaan strategis Perangkat Daerah melalui proses penjenjangan kinerja dengan 

mendistribusikan kinerja kepada unit-unit organisasi dan setiap jabatan dalam struktur 

organisasi, serta menentukan variabel mana yang akan menjadi tujuan, sasaran Perangkat 

Daerah, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang kemudian terakomodir dalam RPJMD 

Tahun 2025-2029.  

Penyelarasan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk tahun 2025 merupakan langkah 

strategis guna menjembatani masa transisi antara dua periode perencanaan, yakni sebagai 

tahun evaluasi dalam Renstra 2024–2026 sekaligus tahun landasan bagi Renstra 2025–

2029. Proses ini diawali dengan identifikasi titik temu (bridging) untuk memastikan bahwa 

target yang ditetapkan tidak mengalami tumpang tindih atau kesenjangan nilai. IKU tahun 

2025 disusun dengan mengintegrasikan sisa mandat dari dokumen lama dan 

menyelaraskannya dengan visi transformasi yang tertuang dalam dokumen baru. Dengan 

demikian, organisasi tetap dapat menjaga kesinambungan program kerja (legacy 

performance) tanpa kehilangan momentum untuk memulai sasaran strategis yang lebih 

mutakhir. 

Dalam pelaksanaannya, penyelarasan ini dilakukan melalui harmonisasi nomenklatur 

dan metodologi penghitungan agar data kinerja tetap konsisten dan dapat diperbandingkan. 

Apabila terdapat perubahan definisi operasional pada Renstra 2025–2029, maka target 

tahun 2025 disesuaikan mengikuti standar terbaru guna menghindari dualisme standar di 

tingkat unit kerja. Seluruh hasil penyelarasan ini kemudian dikristalisasi ke dalam Rencana 

Kerja (Renja) 2025 sebagai dokumen operasional tunggal. Hal ini memastikan bahwa 
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meskipun organisasi berada dalam masa transisi, pengukuran kinerja tetap berjalan secara 

akuntabel, efisien, dan fokus pada pencapaian target jangka panjang yang telah diperbarui. 

Visi Pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 sebagai upaya untuk 

menjamin keberlanjutan pembangunan daerah, maka terlebih dahulu dilakukan telaah 

terhadap visi RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045 yang diemban kabupaten 

nganjuk yang sudah ditetapkan dalam peraturan daerah nomor 6 tahun 2024. Visi 

pembangunan jangka menenengah daerah Kabupaten Nganjuk adalah : “Mewujudkan 

Kabupaten Nganjuk Yang Maju, Sejahtera, dan Bermartabat”. 

Sedangkan Misi dan Program Unggulan RPJMD Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah Terpilih Tahun 2025-2030 yang terkait Dinas Penanaman Modal dan PTSP 

Kabupaten Nganjuk : 

Misi Ke 5 Meningkatnya Keperpihakan Pemerintah Dalam Peningkatan Ekonomi 

Kerakyatan Berbasis Pertanian dan Potensi Lokal “, serta 

Program Unggulan ke-3 Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran  

 

Sehingga tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Nganjuk pada urusan penanaman modal di 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu kabupaten nganjuk pada RPJMD 

Kabupaten Nganjuk tahun 2025-2029 sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.4 dengan 

indikator kinerja utama ditunjukkan pada tabel 2.5 sebagai berikut :dibawah ini :



17 

 

 

Tabel 2.4 

Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk. 

 

 
NSPK DAN 

SASARAN 

RPJMD 

YANG 

RELEVAN 

TUJUAN SASARAN INDIKATOR BASELINE 2024 

TARGET TAHUN 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) 

2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

- 

Meningkatnya 

investasi 

daerah 

Meningkatnya 

Investasi 

Daerah 

 Nilai Investasi 

(Rp) 

* 1.359.191.202.844 1.102.000.000.000 1.157.000.000.000 1.203.000.000.000 1.239.090.000.000 1.276.000.000.000 1.314.550.581.000 

  Meningkatnya 

Iklim 

Investasi 

Presentase 

Nilai Investasi 

Terhadap 

Rencana 

Investasi (%) 

26 31 36 40 43 46 49 

  Meningkatnya 

Kualitas 

Pelayanan 

Perizinan dan 

Non Perizinan 

Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

(Indeks) 

72 88 88,5 89 89,5 90 90 

 

 

Keterangan :  

* Pencapaian nilai Investasi yang tinggi pada Tahun 2024 disebabkan oleh peningkatran signifikan dalam pelaporan LKPM ( Laporan Realisasi 

Penanaman Modal) dari investor yang proyeknya/kegiatan usahanya telah memasuki tahap pembangunan/konstruksi. 
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Tabel 2.5 

Indikator Kinerja Utama Renstra 2025-2029 

Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk 

 

INDIKATOR SATUAN 
BASELINE TAHUN 

2024 

TARGET TAHUN 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) 

2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Nilai Investasi Rp * 1.359.191.202.844 1.102.000.000.000 1.157.000.000.000 1.203.000.000.000 1.239.090.000.000 1.276.000.000.000 1.314.550.581.000 

Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks 72 88 88,5 89 89,5 90 90 

Presentase Nilai Investasi Terhadap 
Rencana Investasi 

% 26 31 36 40 43 46 49 

 

Keterangan :  

* Pencapaian nilai Investasi yang tinggi pada Tahun 2024 disebabkan oleh peningkatran signifikan dalam pelaporan LKPM ( Laporan Realisasi 

Penanaman Modal) dari investor yang proyeknya/kegiatan usahanya telah memasuki tahap pembangunan/konstruksi. 

 

Penyelarasan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2025 dilakukan dengan mengintegrasikan target capaian dari Renstra 2024–2026 

dan Renstra 2025–2029 guna memastikan keberlanjutan program pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pada indikator 

investasi, terlihat adanya penyesuaian strategi di mana pada dokumen Rentras Tahun 2024–2026 target Nilai Investasi Daerah tahun 2025 sebesar 

Rp1,365 triliun, namun dalam dokumen Renstra Tahun 2025–2029 dilakukan kalibrasi ulang menjadi Nilai Investasi dengan target sebesar 

Rp1,102 triliun. Penyesuaian ini mencerminkan sinkronisasi terhadap realisasi baseline tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp1,359 triliun, sehingga 

penetapan target di tahun 2025 menjadi lebih realistis dan akomodatif terhadap dinamika ekonomi dimana pada tahun 2024 capaian realisasi sangat 

tinggi yang diperoleh dari realisasi penanaman modal yang dialporkan oleh pelaku usaha pada tahap konstruksi. 

Selain aspek nilai investasi, dilakukan penyelarasan pada indikator kualitas pelayanan. Fokus pelayanan yang sebelumnya diukur melalui 

Nilai Indeks Pelayanan Publik dengan target 3,80 pada tahun 2025 dimana sebagai bahan evaluasi atas Renstra Tahun 2024-2026 pada khususnya 

Tahun 2024 Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tidak menjadi lokus dalam Penilaian Indeks Pelayanan Publik, sehingga kini 

diperluas dan dipertajam melalui indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target yang ambisius sebesar 88 pada skala 100. Penyelarasan ini 

menunjukkan pergeseran paradigma dari sekadar pemenuhan standar pelayanan menuju orientasi kepuasan masyarakat yang lebih komprehensif. 

Dengan ditetapkannya pula indikator baru berupa Persentase Nilai Investasi Terhadap Rencana Investasi sebesar 31% untuk tahun 2025. 
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2. Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 merupakan proses yang dinamis 

karena berada pada periode peralihan dokumen perencanaan daerah. Pada tahap awal, 

Renja 2025 disusun dengan merujuk pada target-target yang tertuang dalam Renstra 

periode 2024–2026, dengan target Nilai Investasi Daerah sebesar Rp1.365.000.000.000 

dan Indeks Pelayanan Publik sebesar 3,80. Namun, seiring dengan ditetapkannya dokumen 

Renstra 20225-2029, dilakukan proses penyesuaian untuk menyelaraskan target tersebut 

dengan Renstra periode 2025–2029. 

Dalam penyesuaian tersebut, fokus kinerja dipertajam melalui kalibrasi target 

investasi menjadi sebesar Rp1.102.000.000.000 agar lebih realistis terhadap kondisi 

terkini, serta penguatan indikator kualitas layanan yang bertransformasi menjadi Indeks 

Kepuasan Masyarakat dengan target nilai indeks sebesar 88. Selain itu, indikator baru 

berupa Persentase Nilai Investasi terhadap Rencana Investasi dengan target 31% di tahun 

2025. Penyesuaian ini memastikan bahwa dokumen pelaksanaan di tingkat perangkat 

daerah tetap konsisten, akuntabel, dan linier dengan visi pembangunan jangka menengah 

yang baru saja diperbarui. 

 

B. PERJANJIAN KINERJA 

Perjanjian Kinerja pada dasarnya merupakan kontrak kinerja yang telah diperjanjikan 

antara pemberi amanah dengan penerima amanah selama satu tahun dengan kinerja yang 

terukur dan dapat dicapai, maka target kinerja yang dijanjikan harus berkualitas out come 

disamping output dan harus ada saling keterkaitan dari tahun- tahun sebelumnya sehingga 

terwujud kesinambungan kinerja setiaptahunnya.  

Tujuan dari disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :  

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah 

untuk meningkatkan intregitas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.  

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerjaaparatur.  

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran 

organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dansanksi.  

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan 

supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerimaamanah.  

5. Sebagai dasar dalam penetapan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).  
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Dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel 

serta berorientasi pada hasil, DPMPTSP Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 telah melakukan 

penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) dengan Bupati untuk mewujudkan Target Kinerja 

dimaksud sebagai berikut : 

1. Berdasarkan Renstra Tahun 2024-2026 

Berdasarkan renstra 2024-2026 dalam perjanjian kinerja untuk mewujudkan 

pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil, maka Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk dalam 

mewujudkan target kinerja dituangkan dalam perjanjian kinerja sebagai berikut : 

Tujuan RPD :  

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan penanggulangan 

kemiskinan melalui pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup 

Sasaran RPD : 

Meningkatkan Produktifitas Ekonomi Lokal 

IK: Nilai Investasi Daerah 

Sasaran Indikator Target 

Meningkatnya Iklim Investasi Presentase Pertumbuhan Nilai 

Investasi Daerah (%) 

29 

Meningkatnya Kualitas pelayanan 

perizinan dan non perizinan 

Indeks Pelayanan Publik (Indeks) 3.80 

 

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Nganjuk telah melaksanakan 1 program penunjang 

dengan 5 kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten Nganjuk dengan total anggaran 

Rp. 8.310.318.259 kemudian mengalami Perubahan APBD menjadi Rp. 7.293.094.059 

yang ditunjukkan pada tabel 2.6 dibawah ini : 

Tabel 2.6 

Program dan Angaran DPMPTSP Tahun 2025 

 

Program Anggaran (Rp) Ket 

Awal Perubahan I 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota  
7.231.225.259 6.492.972.050 APBD  

2. Program Pengembangan Iklim 

Penanaman Modal  
199.850.000 125.150.000 APBD  

3. Program Promosi Penanaman Modal  207.005.000 130.780.000 APBD  

4. Program Pelayanan Penanaman Modal  253.746.000 228.478.000 APBD  

5. Program Pengendalian Pelaksanaan 
Penanaman Modal  

154.430.000 94.590.000 
APBD  

6. Program Pengelolaan data dan SIPM  232.690.000 221.126.000 APBD  
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Gambaran mengenai keterkaitan antar Tujuan/Sasaran, Indikator Kinerja, Program 

Anggaran yang mendukung sebagaimana tercantum dalam tabel 2.7 berikut :  

  

Tabel 2.7 

Keterkaitan Antara Tujuan/Sasaran, Indikator Kinerja, Program Anggaran 

DPMPTSP Tahun 2025 

 

No. 
Sasaran 

Startegis 

Indikator 

Kinerja 
Program 

Anggaran 

Perubahan I 

1 .  Meningkatnya 

Iklim Investasi   

Presentase 

Pertumbuhan 

Nilai Investasi  

 

1. Pengembangan Iklim Penanaman 

Modal  

2. Promosi Penanaman Modal  

3. Pengendalian Pelaksanaan 

Penanaman Modal  

1. 125.150.000 

 

2. 130.780.000 

3. 94.590.000  

2.  Meningkatnya 

Kualitas 

Pelayanan 

Perizinan dan 

Non Periinan 

Indeks 

Pelayanan 

Publik (IPP)  

1. Pelayanan Penanaman Modal 

2. Pengelolaan Data dan Sistem 

Informasi Penanaman Modal 

 1.   228.478.000 

 2.   221.126.000 

  

 

Adapun rincian total anggaran yang dikelola Dinas Penanaman Modal dan PTSP 

Kabupaten Nganjuk tahun 2025 yang ditunjukkan pada tabel 2.8 sebagai berikut:  

 

Tabel 2.8. 

Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Anggaran Tahun 2025 

 

Kode 

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program/ 

Kegiatan/SubKegiatan 

Indikator Kinerja Program 

(outcome)/Kegiatan (output) / 

Sub Kegiatan(output) 

Target Kinerja dan Anggaran 

RKPD Kabupaten/Kota 

Tahun Berjalan yang 

dievaluasi (2025) 

1 2 3 
Awal Perubahan I 

4 5 
2. URUSAN PEMERINTAHAN 

WAJIB YANG TIDAK 

BERKAITAN DENGAN 

PELAYANAN DASAR 

  8.310.318.259  7.293.094.059  

2.18. URUSAN PEMERINTAHAN 

BIDANG PENANAMAN 

MODAL 

  8.310.318.259  7.293.094.059  

2.18.01. PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA 

Nilai Sakip Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu 

7.231.225.259  6.492.972.059  

2.18.01.2.
01. 

Perencanaan, Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen perencanaan, 
pengganggaran dan evaluasi kinerja 

perangkat daerah 

      28.026.000  1.800.000  

2.18.01.2.

02. 

Administrasi Keuangan Perangkat 

Daerah 

Jumlah Dokumen keuangan 

perangkat daerah 

2.854.523.059  

2.847.923.059  

2.18.01.2.

03. 

Administrasi Barang Milik Daerah 

pada Perangkat Daerah 

Tersedianya Laporan rekonsiliasi 

dan penyusunan Laporan barang 

milik daerah 

7.815.500  6.059.400  

2.18.01.2.

05. 

Administrasi Kepegawaian 

Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen administrasi 

kepegawaian Perangkat Daerah 

    129.500.000        50.000.000  
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Kode 

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program/ 

Kegiatan/SubKegiatan 

Indikator Kinerja Program 

(outcome)/Kegiatan (output) / 

Sub Kegiatan(output) 

Target Kinerja dan Anggaran 

RKPD Kabupaten/Kota 

Tahun Berjalan yang 

dievaluasi (2025) 

1 2 3 
Awal Perubahan I 

4 5 
2.18.01.2.

06. 

Administrasi Umum Perangkat 

Daerah 

Fasilitas dan koordinasi bagian 

umum yang dilaksanakan 

1.056.974.150      630.187.050  

2.18.01.2.

07. 

Pengadaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintah 
Daerah 

Jumlah Barang Milik Daerah pada 

Perangkat Daerah yang disediakan 

    710.316.350      517.816.350  

2.18.01.2.
08. 

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Jumlah Laporan penyediaan jasa 
penunjang urusan pemerintah 

daerah 

1.304.386.000  1.304.386.000  

2.18.01.2.

09. 

Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah 

Jumlah barang milik daerah pada 

perangkat daerah yang terpelihara 

1.139.684.200  1.134.800.200  

2.18.02. PROGRAM PENGEMBANGAN 

IKLIM PENANAMAN MODAL 

Persentase Peta Potensi dan 

Peluang Usaha Kabupaten / Kota 

yang dibuat 

    199.850.000      125.150.000  

2.18.02.2.

02. 

Pembuatan Peta Potensi Investasi 

Kabupaten/Kota 

Jumlah peta potensi dan peluang 

usaha yang tersusun 

    199.850.000      125.150.000  

2.18.03. PROGRAM PROMOSI 

PENANAMAN MODAL 

Persentase Promosi Penanaman 

Modal yang diikuti 

    207.005.000      130.778.000  

2.18.03.2.

01. 

Penyelenggaraan Promosi 

Penanaman Modal yang Menjadi 
Kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Promosi Penanaman Modal 

yang diikuti 

    207.005.000      130.780.000  

2.18.04. PROGRAM PELAYANAN 

PENANAMAN MODAL 

Persentase Kegiatan Usaha yang 

mendapat pelayanan perizinan 

dan non perizinan di bidang 

penanaman modal 

    282.118.000      228.476.000  

2.18.04.2.

01. 

Pelayanan Perizinan dan Non 

Perizinan Secara Terpadu Satu 
Pintu dibidang Penanaman Modal 

yang Menjadi Kewenangan Daerah 

Kabupaten/ Kota 

Jumlah kegiatan usaha yang 

mendapat pelayanan perizinan dan 
non perizinan secara terpadu satu 

pintu di bidang Penanaman Modal 

    282.118.000      228.476.000  

2.18.05. PROGRAM PENGENDALIAN 

PELAKSANAAN PENANAMAN 

MODAL 

Persentase kegiatan pengendalian 

penanaman modal yang 

dilaksanakan 

    157.430.000        94.590.000  

2.18.05.2.

01. 

Pengendalian Pelaksanaan 

Penanaman Modal yang Menjadi 
Kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Kegiatan Usahayang 

menjadi obyek pemantauan, 
pembinaan dan pengawasan 

penanaman modal 

    157.430.000        94.590.000  

2.18.06. PROGRAM PENGELOLAAN 

DATA DAN SISTEM 

INFORMASI PENANAMAN 

MODAL 

Persentase data dan informasi 

perizinan yang dimanfaatkan 

    232.690.000      221.126.000  

2.18.06.2.

01. 

Pengelolaan Data dan Informasi 

Perizinan dan Non Perizinan yang 
Terintegrasi pada Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

Terlaksananya pengelolaan data dan 

informasi perizinan dan non 
perizinan yang terintegrasi pada 

tingkat daerah kabupaten/kota 

    232.690.000  221.126.0  
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2. Berdasarkan Renstra Tahun2025-2029 

Berdasarkan Resntra 2025-2029 dalam perjanjian kinerja untuk mewujudkan 

pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil, maka Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk dalam 

mewujudkan target kinerja dituangkan dalam perjanjian kinerja sebagai berikut : 

Tujuan RPJMD :  
Meningkatnya investasi daerah 

Sasaran RPJMD : 

Meningkatnya Investasi Daerah 

Sasaran Strategis Indikator Target 
Meningkatnya Investasi 

Daerah 
 Nilai Investasi (Rp) 1.102.000.000.000 

 Meningkatnya 

Iklim Investasi 
Presentase Nilai Investasi 

Terhadap Rencana Investasi 

(%) 

31 

 Meningkatnya 

Kualitas Pelayanan 

Perizinan dan Non 

Perizinan 

Indeks Kepuasan Masyarakat 

(Indeks) 
88 

 

Guna mesinkronkan antara Renstra 2025-2029 dengan Penyesuaian Renja dan 

Anggaran Tahun 2025, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten 

Nganjuk melanjutkan 1 program penunjang dengan 5 kegiatan yang didukung oleh 

Perubahan APBD ke 2 dengan total anggaran Rp. 7.331.217.000, yang semula dari Pagu 

Awal Rp. 8.310.318.259 kemudian mengalami Perubahan APBD Pertama menjadi Rp. 

7.293.094.059 yang ditunjukkan pada tabel 2.9 dibawah ini : 

 

Tabel 2.9 

Program dan Angaran DPMPTSP Tahun 2025 

 

Program Anggaran (Rp) Ket 

Awal Perubahan I Perubahan II 
     

1. Program Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota  

7.231.225.259 6.492.972.050 6.752.395.000 APBD  

2. Program Pengembangan 

Iklim Penanaman Modal  
199.850.000 125.150.000 95.550.000 APBD  

3. Program Promosi 

Penanaman Modal  
207.005.000 130.780.000 130.780.000 

APBD  

4. Program Pelayanan 

Penanaman Modal  
253.746.000 228.478.000 257.776.000 

APBD  
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Program Anggaran (Rp) Ket 

Awal Perubahan I Perubahan II 
     

5. Program Pengendalian 

Pelaksanaan Penanaman 

Modal  

154.430.000 94.590.000 73.590.000 

APBD  

6. Program Pengelolaan 

data dan SIPM  
232.690.000 221.126.000 21.126.000 

APBD  

 

Gambaran mengenai keterkaitan antar Tujuan/Sasaran, Indikator Kinerja pada 

Renstra 2025-2029 dengan Program Anggaran Pada Renja 2025 yang mendukung capaian 

kinerja Tujuan/Sasaran pada Renstra 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam tabel 2.10 

berikut :  

Tabel 2.10 

Keterkaitan Antara Tujuan/Sasaran, Indikator Kinerja, Program Anggaran 

DPMPTSP Tahun 2025 

 

Tujuan Sasaran Indikator 

Program Anggaran 

Program 

(Rp) 

Meningkatnya 

Investasi 

Daerah 

 Nilai Investasi 

(Rp) 

  

Meningkatnya 

Iklim Investasi 

Presentase Nilai 

Investasi Terhadap 

Rencana Investasi 

(%) 

1.Program Pengembangan 

Iklim Penanaman Modal  

95.550.000 

2.Program Promosi 

Penanaman Modal 

130.780.000 

3.Program Pengendalian 

Pelaksanaan Penanaman 

Modal  

73.590.000 

Meningkatnya 

Kualitas 

Pelayanan 

Perizinan dan 

Non Perizinan 

Indeks Kepuasan 

Masyarakat 

(Indeks) 

1.Program Pelayanan 

Penanaman Modal  

257.776.000 

2.Program Pengelolaan 

data dan SIPM  

21.126.000 

 

Adapun rincian total anggaran yang dikelola Dinas Penanaman Modal dan PTSP 

Kabupaten Nganjuk tahun 2025 yang ditunjukkan pada tabel 2.11 sebagai berikut:  
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Tabel 2.11. 

Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Anggaran Tahun 2025 

 

Kode 
Urusan Pemerintahan Daerah dan 

Program/ Kegiatan 

Indikator KinerjaProgram 

(outcome) /Kegiatan (output) / 

Sub Kegiatan(output) 

Target Kinerja dan AnggaranRKPD 

Kabupaten/Kota TahunBerjalan yang 

dievaluasi(2025) 

1 2 3 
Awal Perubahan I Perubahan II 

4 5 6 

2.18. URUSAN PEMERINTAHAN 

BIDANG PENANAMAN MODAL 

  8.310.318.259  7.293.094.059  7.331.217.000  

2.18.01

. 

PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA 

Nilai Sakip Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu 

7.231.225.259  6.492.972.059  6.752.395.000  

2.18.01

.2.01. 

Perencanaan, Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen perencanaan, 

pengganggaran dan evaluasi 

kinerja perangkat daerah 

      28.026.000  1.800.000  1.800.000  

2.18.01

.2.02. 

Administrasi Keuangan Perangkat 

Daerah 

Jumlah Dokumen keuangan 

perangkat daerah 

2.854.523.059  2.847.923.059  2.886.046.000  

2.18.01

.2.03. 

Administrasi Barang Milik Daerah 

pada Perangkat Daerah 

Tersedianya Laporan rekonsiliasi 

dan penyusunan Laporan barang 

milik daerah 

7.815.500  6.059.400  6.059.400  

2.18.01

.2.05. 

Administrasi Kepegawaian Perangkat 

Daerah 

Jumlah Dokumen administrasi 

kepegawaian Perangkat Daerah 

    129.500.000        50.000.000        -  

2.18.01

.2.06. 

Administrasi Umum Perangkat 

Daerah 

Fasilitas dan koordinasi bagian 

umum yang dilaksanakan 

1.056.974.150      630.187.050      701.929.150  

2.18.01

.2.07. 

Pengadaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

Jumlah Barang Milik Daerah 

pada Perangkat Daerah yang 

disediakan 

    710.316.350      517.816.350      514.998.750  

2.18.01

.2.08. 

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Jumlah Laporan penyediaan jasa 

penunjang urusan pemerintah 

daerah 

1.304.386.000  1.304.386.000  1.275.386.000  

2.18.01

.2.09. 

Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah 

Jumlah barang milik daerah pada 

perangkat daerah yang terpelihara 

1.139.684.200  1.134.800.200  1.366.175.700  

2.18.02

. 

PROGRAM PENGEMBANGAN 

IKLIM PENANAMAN MODAL 

Persentase Peta Potensi dan 

Peluang Usaha Kabupaten / 

Kota yang dibuat 

    199.850.000      125.150.000        95.550.000  

2.18.02

.2.02. 

Pembuatan Peta Potensi Investasi 

Kabupaten/Kota 

Jumlah peta potensi dan peluang 

usaha yang tersusun 

    199.850.000      125.150.000  9.550.000  

2.18.03

. 

PROGRAM PROMOSI 

PENANAMAN MODAL 

Persentase Promosi Penanaman 

Modal yang diikuti 

    207.005.000      130.778.000      130.780.000  

2.18.03

.2.01. 

Penyelenggaraan Promosi Penanaman 

Modal yang Menjadi Kewenangan 

Daerah Kabupaten/Kota 

Jumlah Promosi Penanaman 

Modal yang diikuti 

    207.005.000      130.780.000      130.780.000  

2.18.04

. 

PROGRAM PELAYANAN 

PENANAMAN MODAL 

Persentase Kegiatan Usaha 

yang mendapat pelayanan 

perizinan dan non perizinan di 

bidang penanaman modal 

    282.118.000      228.476.000      257.776.000  

2.18.04

.2.01. 

Pelayanan Perizinan dan Non 

Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu 

dibidang Penanaman Modal yang 

Menjadi Kewenangan Daerah 

Kabupaten/ Kota 

Jumlah kegiatan usaha yang 

mendapat pelayanan perizinan 

dan non perizinan secara terpadu 

satu pintu di bidang Penanaman 

Modal 

    282.118.000      228.476.000      257.776.000  

2.18.05

. 

PROGRAM PENGENDALIAN 

PELAKSANAAN PENANAMAN 

MODAL 

Persentase kegiatan 

pengendalian penanaman 

modal yang dilaksanakan 

    157.430.000        94.590.000        73.590.000  

2.18.05

.2.01. 

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman 

Modal yang Menjadi Kewenangan 

Daerah Kabupaten/Kota 

Jumlah Kegiatan Usahayang 

menjadi obyek pemantauan, 

pembinaan dan pengawasan 

penanaman modal 

    157.430.000        94.590.000        73.590.000  

2.18.06

. 

PROGRAM PENGELOLAAN 

DATA DAN SISTEM INFORMASI 

PENANAMAN MODAL 

Persentase data dan informasi 

perizinan yang dimanfaatkan 

    232.690.000      221.126.000        21.126.000  

2.18.06

.2.01. 

Pengelolaan Data dan Informasi 

Perizinan dan Non Perizinan yang 

Terintegrasi pada Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

Terlaksananya pengelolaan data 

dan informasi perizinan dan non 

perizinan yang terintegrasi pada 

tingkat daerah kabupaten/kota 

    232.690.000      221.126.000        21.126.000  
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BAB III AKUNTABILITAS KINERJA  

  

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu 

instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan 

misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem 

pertanggungjawaban secara periodik.  

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah khususnya DPMPTSP Kabupaten 

Nganjuk perlu dilaksanakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kesinambungan dan 

kemampuan organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut. Dimana 

hasil yang dicapai tersebut akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana 

perbaikan kinerja dinas selanjutnya. Hal itu sejalan dengan Agenda Penguatan Pengawasan 

yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah (SPIP) yang mewajibkan dilakukannya review atas pencapaian Kinerja 

Utama Instansi Pemerintah yang titik beratnya pada penilaian efektivitas dan efisiensi 

pencapaian kinerja. Untuk melaksanakan kewajiban dalam mempertanggungjawabkan 

pelaksanaan kinerja Tahun 2025, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu 

Kabupaten Nganjuk membuat Laporan  

Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.  

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan 

dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian 

target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 - 2026  

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan 

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran, tujuan yang telah ditetapkan 

dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Nganjuk, adapun kriteria 

ketercapaian sasaran strategis perangkat daerah dengan interval nilai capaiaan sebagai berikut: 

No Interval Nilai Capaian Kriteria 

1 > 91% Tercapai 

2 80 % < 90 % Tercapai dengan Catatan 

3 < 80 % Tidak Tercapai 
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A.  Capaian Kinerja Organisasi  

A.1 Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Pencapaian 

Target Tahun 2025 

DPMPTSP Kabupaten Nganjuk telah menetapkan 1 Tujuan dan 2 Sasaran yang 

ingin dicapai di tahun 2025 ini. Dari sasaran tersebut, dapat diketahui semua 

terpenuhi indikator sasaran sebagai berikut:  

Tabel 3.1.1  

Realisasi Kinerja Tahun 2025 

 

No Sasaran Strategis 
Indikator 

Kinerja 

Dokumen 

Perencanaan  

 
- Renstra 2024-2026 

- Renstra 2025-2029 

Target 

Tahun 

2025 

Realisasi 

Kinerja Tahun 

2025 

Capaian 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Sasaran 1 : 

Meningkatnya iklim 

investasi 

 

Presentase 

Pertumbuhan 

Nilai Investasi 

Daerah (%) 

Renstra  

2024-2026 
29% -18.65% -0.52 

 

Sasaran 2 : 

Meningkatnya 

Kualitas Pelayanan 

Perizinan dan Non 

Perizinan 

 

Indeks 

Pelayanan 

Publik (Nilai) 

Renstra  

2024-2026 
3.80 3.51 92.36% 

       

 

Tujuan  : 

Meningkatnya 

Investasi Daerah 

 

Nilai Investasi 

(Rp) 

 

Renstra  

2025-2029 

 

1.102.000. 

000.000 

 

1.105.654. 

165.215 

 

100.33 

 

Sasaran 1 : 

Meningkatnya Iklim 

Investasi 

 

Presentase 

Nilai Investasi 

Terhadap 

Rencana 

Investasi (%) 

Renstra  

2025-2029 
31 49.74 160.46 

 

Sasaran 2 : 

Meningkatnya 

Kualitas Pelayanan 

Perizinan dan Non 

Perizinan 

 

Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

(Indeks) 

Renstra  

2025-2029 
88 87.73 99.69 
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Berdasarkan tabel 3.1.1 diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja tahun 2025 

menunjukkan hasil yang bervariasi dalam proses transisi indikator dari Renstra 2024–2026 

menuju Renstra 2025–2029, yang berdampak pada tercapainya : 

1. Berdasarkan Renstra 2024-2026 

1.1. Meningkatnya iklim investasi  

dengan indikator Presentase Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah (%) dengan 

menggunakan formula penghitungan  Jumlah realisasi investasi tahun 2025- tahun 2024 

dibagi realisasi investasi tahun 2024 maka realisasi pertumbuhan nilai investasi daerah 

hanya mencapai -18,65% dari target yang ditetapkan sebesar 29%. Kesenjangan yang 

sangat lebar ini menghasilkan skor kinerja negatif sebesar -0,52, yang mengindikasikan 

bahwa indikator ini berada dalam kategori tidak tercapai atau mengalami penurunan 

pertumbuhan yang signifikan dibandingkan periode sebelumnya. Penurunan ini 

disebabkan karena realisasi penanaman modal pada tahun 2024 sebesar Rp. 

1.359.191.202.844 yang diperoleh dari laporan realisasi penanaman modal pelaku 

usaha pada tahap konstruksi yang mengakibatkan realisasi penanaman modal sangat 

tinggi akan tetapi pada tahun 2025 pelaku usaha sudah melewati tahap konstruksi 

sehingga capaian total realisasi penanaman modal sebesar Rp. 1.105.654.165.245.  

1.2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 

dengan Indikator Indeks Pelayanan Publik dimana indikator ini menggunakan hasil dari 

penilaian Kemenpan RB melalui Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan 

Pelayanan Publik. akan tetapi sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 DPMPTSP 

Kab. Nganjuk tidak menjadi lokus penilaian Pelayanan Publik oleh KEMENPANRB 

sehingga dalam pemenuhan penilaian Indeks Pelayanan Publik dilakukan Konversi 

Penghitungan dimana Indek Pelayanan Publik (IPP) didapat dari Konversi atas Indek 

Kepuasan Masyarakat dimana pada IPP menggunakan rentang skala 0 – 5 sedangkan 

pada IKM 0 – 100. Pada tahun 2025 DPMPTSP memperoleh Nilai IKM sebesar 87.73 

sehingga dari nilai IKM tahun 2025 tersebut dikonversi ke dalam Nilai indeks 

Pelayanan Publik menjadi 3.51. dari nilai hasil konversi tersebut untuk sasaran 

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebesar 3.51 dari target 

Renstra 2024-2026 yang ditetapkan sebesar 3.80. Dengan realisasi tersebut, tingkat 

capaian kinerja indikator ini mencapai 92,36%, yang mengindikasikan bahwa kualitas 

pelayanan publik telah berjalan mendekati target yang direncanakan. Meskipun belum 

mencapai angka maksimal 100% 
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2. Berdasarkan Renstra 2025-2029 

2.1. Meningkatnya Investasi Daerah 

dengan Indikator Nilai Investasi, dimana Realisasi kinerja pada aspek investasi 

menunjukkan hasil yang positif secara nominal, dimana target Nilai Investasi dalam 

Renstra 2025-2029 sebesar Rp1.102.000.000.000 berhasil terlampaui dengan capaian 

sebesar Rp1.105.654.165.245 atau setara dengan 100,33% yang diperoleh dari laporan 

realisasi penanaman modal baik PMA maupun PMDN. 

 

Gambar 3.1 

Dashboard Realisasi Investasi Tahun 2025 Bagi Non UMK 

 

 

Gambar 3.2 

Dashboard Realisasi Investasi Tahun 2025 Bagi UMK 
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2.2. Meningkatnya Iklim Investasi 

Dengan indikator Presentase Nilai Investasi Terhadap Rencana Investasi (%), dimana 

indikator ini menggunakan perhitungan nilai realisai investasi dibagi dengan nilai 

rencana investasi dan disajikan dalam bentuk presentase, dari proses penghitungann 

tersebut di tahun 2025 nilai rencana investasi sebesar Rp. 2.222.782.127.864 kemudian 

nilai realisasi sebesar Rp1.105.654.165.245, sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 

49,74% dari target 31%, atau mencapai efektivitas sebesar 160,46%. Hal ini 

menandakan bahwa iklim investasi daerah jauh lebih progresif dibandingkan 

perencanaan awal. 

 

2.3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 

Dengan indikator indeks kepuasan masyarakat, dimana indikator ini mengambil dari 

hasil survei kepuasan masyarakat yang memanfaatkan aplikasi sukma-e jatim yang 

disediakan oleh Pemprov. Jatim. Berdasakan hasil survei kepuasan masyarakat dinas 

penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten nganjuk memperoleh 

nilai sebesar 87.73 dengan capaian sebesar 99.69 % dari target 88. Meskipun terdapat 

selisih tipis sebesar 0,27 poin dari target yang dicanangkan, angka ini secara umum 

merefleksikan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan sudah sangat prima dan 

mampu memenuhi ekspektasi publik adapun nilai rata-rata unsur ditunjukkan pada 

gambar dibawah ini. 
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A.2  Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Tahun Sebelumnya 

Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya diuraikan pada tabel berikut : 

 

Tabel 3.1.2  

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan Tahun 2024 dan 2023 

 

N

o 

Tujuan / Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja 

Dokumen 

Perencanaan 

Target Tahun  Realisasi Tahun 

2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025 

1 Tujuan : 

Meningkatkan 

Produktifitas Ekonomi 

lokal sektor investasi 

Daerah 

Nilai Investasi Daerah Renstra 

2018-2023 

3.318.210

.000.000 

3.450.000

.000.000 

  4.529.076

.183.502 

2.908.371

.628.507 

  

Renstra 

2024-2026 

  1.050.000

.000.000 

1.356.000

.000.000 

  1.359.191

.2022.844 

1.105.654

. 

165.215 

2 Sasaran 1: 

Meningkatnya iklim 

investasi 

Nilai Investasi Daerah Renstra 

2018-2023 

3.318.210

.000.000 

3.450.000

.000.000 

  4.529.076

.183.502 

2.908.371

.628.507 

  

Presentase 

Pertumbuhan Nilai 

Investasi Daerah 

Renstra 

2024-2026 

  26 % 29%   117.73% -18.65% 

3 Sasaran 2: 

Meningkatnya 

Kualitas Pelayanan 

Perizinan dan Non 

Perizinan 

Indeks Kepuasan 

Masyarakat 

Renstra 

2018-2023 

87 

(Baik) 

88 

( Baik ) 

  83.5 

(Baik) 

88,63 

( Baik ) 

  

Indek Pelayanan 

Publik (IPP) 
Renstra 

2024-2026 

  3,6 3.80   4.65 3.51 

1 Tujuan  : 

Meningkatnya 

Investasi Daerah 

 

Nilai Investasi (Rp) 

 

Renstra  

2025-2029 

   1.102.000

.000.000 

   1.105.654

. 

165.215 

2 Sasaran 1 : 

Meningkatnya Iklim 

Investasi 

 

Presentase Nilai 

Investasi Terhadap 

Rencana Investasi (%) 

 

 

Renstra  

2025-2029 

   31    49.74 
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N

o 

Tujuan / Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja 

Dokumen 

Perencanaan 

Target Tahun  Realisasi Tahun 

2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025 

3 Sasaran 2 : 

Meningkatnya 

Kualitas Pelayanan 

Perizinan dan Non 

Perizinan 

 

Indeks Kepuasan 

Masyarakat (Indeks) 
Renstra  

2025-2029 

   88    87.73 
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Berdasarkan data tabel 3.2.1 diatas terlihat dinamika yang kontras antara capaian 

investasi yang fluktuatif dengan kualitas pelayanan publik yang menunjukkan tren penguatan 

konsisten. Pada tahun 2022, sektor investasi mengawali periode dengan performa sangat 

impresif, di mana realisasi sebesar Rp4,52 triliun mampu melampaui target Renstra 2018-2023 

yang dipatok pada angka Rp3,31 triliun akan tetapi pada tahun 2022 formulasi perhitungan 

menggunakan formula rencana investasi ditambah dengan realisasi investasi. Namun, 

memasuki tahun 2023, terjadi penurunan signifikan menjadi Rp2,90 triliun, sebuah angka yang 

gagal memenuhi target tahunan sebesar Rp3,45 triliun. Ditahun berikutnya perbaikan formulasi 

dalam penentuan nilai investasi terus diperbaiki dan penyesuaian target. Meskipun pada 

transisi dokumen Renstra 2024-2026 realisasi investasi di tahun 2024 sempat melampaui target 

(mencapai Rp1,35 triliun dari target 1,05 triliun), momentum ini kembali melambat di tahun 

2025 dengan realisasi sebesar Rp1,10 triliun yang belum mampu menyentuh target Rp1,35 

triliun, dimana ditahun 2024 dan 2025 nilai investasi menggunakan formulasi angka dari total 

nilai realisasi penanaman modal PMA dan PMDN. 

Ketidakkonsistenan pada nilai investasi ini berbanding terbalik dengan aspek tata kelola 

birokrasi dan pelayanan. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara stabil bertahan di kategori 

"Baik" dengan angka realisasi yang umumnya melampaui target, seperti pada tahun 2023 yang 

mencapai 88,63. Lonjakan prestasi yang paling menonjol terlihat pada Indeks Pelayanan 

Publik (IPP), di mana pada tahun 2024 dan 2025, kualitas pelayanan perizinan mencatatkan 

skor 4,65 dan 3.51 menunjukkan tercapainya target lebih dari 90% akan tetapi sejak tahun 2023 

sampai dengan tahun 2025 DPMPTSP Kab. Nganjuk tidak menjadi lokus penilaian Pelayanan 

Publik oleh KEMENPANRB sehingga dalam pemenuhan penilaian Indeks Pelayanan Publik 

dilakukan Konversi Penghitungan dimana Indek Pelayanan Publik (IPP) didapat dari Konversi 

atas Indek Kepuasan Masyarakat dimana pada IPP menggunakan rentang skala 0 – 5 sedangkan 

pada IKM 0 – 100. Secara garis besar perbedaan indikator pada setiap dokumen perencanaan 

dapat diringkas dan disajikan pada tabel dibawah ini yang menggambarkan perbedaan 

indikator kinerja pada dokumen Renstra 
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Terdapat perbedaan Indikator kinerja pada Renstra tahun 2018 – 2023, 2024-2026 dengan Renstra 2025 – 2029 

Renstra 2018 - 2023 Renstra 2024 - 2026 Renstra 2025 - 2029 

Tujuan / Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 

Tujuan / Sasaran 

Strategis 

Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran 

Strategis 

Indikator Kinerja 

Tujuan : 

Meningkatnya Nilai 

Investasi Daerah dan 

Pelayanan prima di 

bidang perizinan dan 

non perizinan 

Meningkatnya 

Iklim investasi 

Tujuan : 

Meningkatkan 

Produktifitas 

Ekonomi lokal sektor 

investasi Daerah 

Nilai Investasi 

Daerah 

Tujuan  : 

Meningkatnya Investasi 

Daerah 

 

Nilai Investasi (Rp) 

Sasaran: 

Meningkatnya iklim 

investasi yang 

kondusif 

Nilai Investasi 

Daerah 

Sasaran: 

Meningkatnya iklim 

investasi 

Presentase 

Pertumbuhan Nilai 

Investasi Daerah 

Sasaran 1 : 

Meningkatnya Iklim 

Investasi 

 

Presentase Nilai Investasi 

Terhadap Rencana 

Investasi (%) 

Kualitas Pelayanan 

Perizinan dan Non 

Perizinan 

Indek 

Kepuasan 

Masyarakat 

Meningkatnya 

Kualitas Pelayanan 

Perizinan dan Non 

Perizinan 

Indek Pelayanan 

Publik (IPP) 

Sasaran 2 : 

Meningkatnya Kualitas 

Pelayanan Perizinan dan 

Non Perizinan 

 

Indeks Kepuasan 

Masyarakat (Indeks) 

 

 

 

 

 

 



35 

 

 

A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Berdasarkan Renstra 2024-2026 danRenstra 2025-2029 

Perbandingan realisasi kinerja Berdasarkan Renstra 2024-2026 dan Renstra 2025-2029 pada DPMPTSP Kabupaten Nganjuk 

diuraikan Tabel berikut : 

 

Tabel 3.1.3.1 

Target Kinerja Renstra 
N

o 

Tujuan / Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja 

Dokumen 

Perencanaan  

Target Tahun 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 Tujuan : 

Meningkatkan 

Produktifitas Ekonomi 

lokal sektor investasi 

Daerah 

Nilai Investasi Daerah Renstra 

2018-2023 

3.450.000.

000.000 

       

Renstra 

2024-2026 

 1.050.000.

000.000 

1.356.000.

000.000 

1.774.500.

000.000 

    

2 Sasaran 1: 

Meningkatnya iklim 

investasi 

Nilai Investasi Daerah Renstra 

2018-2023 

3.450.000.

000.000 

       

Presentase Pertumbuhan 

Nilai Investasi Daerah 

Renstra 

2024-2026 

 26 % 29% 31     

3 Sasaran 2: 

Meningkatnya Kualitas 

Pelayanan Perizinan dan 

Non Perizinan 

Indeks Kepuasan 

Masyarakat 

Renstra 

2018-2023 

88 

( Baik ) 

       

Indek Pelayanan Publik 

(IPP) 

Renstra 

2024-2026 

 3,6 3.80 4.1     

1 Tujuan  : 

Meningkatnya Investasi 

Daerah 

 

Nilai Investasi (Rp) 

 

Renstra  

2025-2029 

  1.102.000.

000.000 

1.157.000.

000.000 

1.203.000.

000.000 

1.239.090.

000.000 

1.276.000.

000.000 

1.314.550.

581.000 

2 Sasaran 1 : 

Meningkatnya Iklim 

Investasi 

 

Presentase Nilai 

Investasi Terhadap 

Rencana Investasi (%) 

Renstra  

2025-2029 

  31 36 40 43 46 49 

3 Sasaran 2 : 

Meningkatnya Kualitas 

Pelayanan Perizinan dan 

Non Perizinan 

 

Indeks Kepuasan 

Masyarakat (Indeks) 

Renstra  

2025-2029 

   88,5 89 89,5 90 90 
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A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra 

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra 

DPMPTSP Kabupaten Nganjuk diuraikan Tabel berikut : 

 

Tabel 3.1.3.2 

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra 

 

N

o 
Tujuan / Sasaran Strategis 

Indikator 

Kinerja 

Dokumen 

Perencanaan 

TARGET 

AKHIR 

RENSTRA 

Realisasi 

Tahun 2025 

Tingkat 

Kemajuan (%) 

1 Tujuan : 

Meningkatkan Produktifitas 

Ekonomi lokal sektor 

investasi Daerah 

Nilai Investasi 

Daerah 

Renstra 

2024-2026 

 

1.774.500.000

.000 

 

1.105.654. 

165.215 

 

62.31 

2 Sasaran 1: 

Meningkatnya iklim 

investasi 

 

Presentase 

Pertumbuhan 

Nilai Investasi 

Daerah 

 

Renstra 

2024-2026 

 

31 % 

 

-18.65% 

 

-60.16% 

3 Sasaran 1: 

Meningkatnya Kualitas 

Pelayanan Perizinan dan 

Non Perizinan 

 

Indek Pelayanan 

Publik (IPP) 

Renstra 

2024-2026 

 

4.1 

 

3.51 

 

85.61 

 Tujuan  : 

Meningkatnya Investasi 

Daerah 

 

Nilai Investasi 

(Rp) 

 

Renstra 

2025-2029 

 

1.314.550.581

.000 

 

1.105.654. 

165.215 

 

84.11 

 Sasaran 1 : 

Meningkatnya Iklim 

Investasi 

 

Presentase Nilai 

Investasi 

Terhadap 

Rencana 

Investasi (%) 

 

Renstra 

2025-2029 

 

49 

 

49.74 

 

101.51 

 Sasaran 2 : 

Meningkatnya Kualitas 

Pelayanan Perizinan dan 

Non Perizinan 

 

Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

(Indeks) 

 

Renstra 

2025-2029 

 

90 

 

87.73 

 

97.48 

 

Tabel 3.1.3.2 dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi kinerja DPMPTSP 

Kabupaten Nganjuk dalam rangka menunjang pencapaian sasaran kinerja tahun 

2025 mengacu pada renstra 2024-2026 dimana sasaran pertama Meningkatnya 

iklim investasi dengan indikator Presentase Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah 

(%) dengan menggunakan formula penghitungan  Jumlah realisasi investasi tahun 

2025- tahun 2024 dibagi realisasi investasi tahun 2024 maka realisasi pertumbuhan 

nilai investasi daerah hanya mencapai -18,65% dari target yang ditetapkan sebesar 

29%. Kesenjangan yang sangat lebar ini menghasilkan skor kinerja negatif sebesar 

-0,52, yang mengindikasikan bahwa indikator ini berada dalam kategori tidak 

tercapai atau mengalami penurunan pertumbuhan yang signifikan dibandingkan 
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periode sebelumnya. Penurunan ini disebabkan karena realisasi penanaman modal 

pada tahun 2024 sebesar Rp. 1.359.191.202.844 yang diperoleh dari laporan 

realisasi penanaman modal pelaku usaha pada tahap konstruksi yang 

mengakibatkan realisasi penanaman modal sangat tinggi akan tetapi pada tahun 

2025 pelaku usaha sudah melewati tahap konstruksi sehingga capaian total realisasi 

penanaman modal sebesar Rp. 1.105.654.165.245. kemudian sasaran kedua 

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dengan Indikator 

Indeks Pelayanan Publik dimana indikator ini menggunakan hasil dari penilaian 

Kemenpan RB melalui Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan 

Pelayanan Publik. akan tetapi sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 

DPMPTSP Kab. Nganjuk tidak menjadi lokus penilaian Pelayanan Publik oleh 

KEMENPANRB sehingga dalam pemenuhan penilaian Indeks Pelayanan Publik 

dilakukan Konversi Penghitungan dimana Indek Pelayanan Publik (IPP) didapat 

dari Konversi atas Indek Kepuasan Masyarakat dimana pada IPP menggunakan 

rentang skala 0 – 5 sedangkan pada IKM 0 – 100. Pada tahun 2025 DPMPTSP 

memperoleh Nilai IKM sebesar 87.73 sehingga dari nilai IKM tahun 2025 tersebut 

dikonversi ke dalam Nilai indeks Pelayanan Publik menjadi 3.51. dari nilai hasil 

konversi tersebut untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan 

Non Perizinan sebesar 3.51 dari target Renstra 2024-2026 yang ditetapkan sebesar 

3.80. Dengan realisasi tersebut, tingkat capaian kinerja indikator ini mencapai 

92,36%, yang mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan publik telah berjalan 

mendekati target yang direncanakan. Meskipun belum mencapai angka maksimal 

100% 

Mengacu pada renstra 2025-2029 dan renja perubahan 2025 dimana dalam 

capaian kinerja tujuan dengan indikator dengan Indikator Nilai Investasi, dimana 

Realisasi kinerja pada aspek investasi menunjukkan hasil yang positif secara 

nominal, di mana target Nilai Investasi dalam Renstra 2025-2029 sebesar 

Rp1.102.000.000.000 berhasil terlampaui dengan capaian sebesar 

Rp1.105.654.165.245 atau setara dengan 100,33% yang diperoleh dari laporan 

realisasi penanaman modal baik PMA maupun PMDN. Selanjutnya sasaran 

pertama dengan indikator Presentase Nilai Investasi Terhadap Rencana Investasi 

(%), dimana indikator ini menggunakan perhitungan nilai realisai investasi dibagi 

dengan nilai rencana investasi dan disajikan dalam bentuk presentase, dari proses 

penghitungann tersebut di tahun 2025 nilai rencana investasi sebesar Rp. 
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2.22.782.127.864 kemudian nilai realisasi sebesar Rp1.105.654.165.245,  sehingga 

diperoleh capaian kinerja sebesar 49,74% dari target 31%, atau mencapai 

efektivitas sebesar 160,46%. Hal ini menandakan bahwa iklim investasi daerah 

jauh lebih progresif dibandingkan perencanaan awal. Sasaran kedua Meningkatnya 

Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dengan indikator indeks kepuasan 

masyarakat, dimana indikator ini mengambil dari hasil survei kepuasan masyarakat 

yang memanfaatkan aplikasi sukma-e jatim yang disediakan oleh Pemprov. Jatim. 

Berdasakan hasil survei kepuasan masyarakat dinas penanaman modal dan 

pelayanan terpadu satu pintu kabupaten nganjuk memperoleh nilai sebesar 87.73 

dengan capaian sebesar 99.69 % dari target 88. Meskipun terdapat selisih tipis 

sebesar 0,27 poin dari target yang dicanangkan, angka ini secara umum 

merefleksikan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan sudah sangat prima dan 

mampu memenuhi ekspektasi publik 
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A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standard Nasional 

Tabel. 3.1.4  

Perbandingan Target dan Realisasi Penanaman Modal Tahun 2025 

 

No Tingkat Realisasi 

1 Nasional 1.931.200.000.000.000 

2 Provinsi Jatim 147.700.000.000.000 

3 Kabupaten Jombang 2.463.164.000.000 

4 Kabupaten Madiun 1.296.731.000.000 

5 Kabupaten Kediri 1.090.108.000.000 

6 Kabupaten Bojonegoro 742.982.000.000 

7 Kabupaten Nganjuk 1.105.654.165.215 

8 Kota Madiun 290.135.000.000 

 

Laporan Realisasi kinerja nasional yang mencapai angka Rp1.931,2 triliun 

berfungsi sebagai parameter utama dan tolok ukur efektivitas kebijakan pembangunan 

secara agregat, dimana Provinsi Jawa Timur memegang peranan vital dengan 

kontribusi sebesar Rp147,7 triliun atau sekitar 7,65% dari total nasional. Jika melihat 

pada tingkat kabupaten/kota yang berdekatan dengan kabupaten nganjuk, terlihat 

dinamika kontribusi yang bervariasi namun saling melengkapi dalam memperkuat 

fondasi ekonomi provinsi jawa timur. Kabupaten Jombang muncul sebagai kontributor 

daerah terbesar dalam daftar ini dengan realisasi sebesar Rp2,46 triliun (0,128% 

terhadap nasional), disusul oleh Kabupaten Madiun yang mencatatkan Rp1,29 triliun 

(0,067%), dan Kabupaten Nganjuk dengan nilai Rp1,10 triliun (0,057%). Selanjutnya, 

Kabupaten Kediri menunjukkan performa yang stabil dengan realisasi Rp1,09 triliun 

(0,056%), yang terpaut tipis dengan Kabupaten Bojonegoro yang mengumpulkan 

Rp742,9 miliar (0,038%). Sementara itu, Kota Madiun memberikan kontribusi sebesar 

Rp290,1 miliar (0,015%), yang meskipun secara nominal merupakan yang terkecil di 

daftar ini, tetap memiliki peran strategis dalam dinamika ekonomi perkotaan di Jawa 

Timur bagian barat. Ketimpangan skala angka antara realisasi daerah dan nasional 

adalah hal yang wajar secara administratif, namun analisis ini menegaskan bahwa 

keberhasilan pencapaian target nasional sangat bergantung pada daya serap dan 

efektivitas eksekusi anggaran di level pemerintahan terkecil. Sinergi akumulatif dari 

setiap unit daerah inilah yang secara bertahap menutup celah target dan memastikan 

roda pembangunan nasional tetap bergerak sesuai dengan proyeksi yang direncanakan. 

 



40 

 

 

A.5 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Capaian Kinerja  

 Adapun data capaian kinerja serta faktor pendukung dan penghambat kemudaian alternative solusi diringkas dan disajikan pada tabel 3.1.5 

sebagai berikut 

 

Tabel. 3.1.5 

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Capaian kinerja 

 

No 
Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 

Dokumen 

Perencanaan 

 
- Renstra 2024-2026 

- Renstra 2025-2029 

Target 

Tahun 

2025 

Realisasi 

Kinerja 

Tahun 

2025 

Capaian 

(%) 

Faktor 

Alternatif solusi 

Pendukung Penghambat 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Tujuan : 

Meningkatkan 

Produktifitas 

Ekonomi 

Lokal Sektir 

investasi 

daerah 

Nilai 

Investasi 

Daerah (Rp) 

Renstra  

2024-2026 

1.356.000. 

000.000 

1.105.654. 

165.215 
81.54 

 1. Pelaku Usaha belum memiliki NIB 

2. Sebagian Pemilik NIB / Pelaku 

Usaha adalah Pelaku UMK yang 

tidak wajib untuk menyampaikan 

laporan LKPM 

3. Aplikasi OSS masih terus dalam 

proses maintenance 

4. Kurangnya Bimbingan Teknis 

terkait Pengisian LKPM bagi 

Pelaku Usaha) 

5. Pelaku Usaha Telah melewati 

tahap konstruksi sehingga realisasi 

Penanaman Modal diperoleh dari 

laporan tahap operasional/komersil 

1. Melakukan audit terhadap 

hambatan investasi di lapangan 

(seperti masalah sosial atau 

infrastruktur pendukung) 

2. Evaluasi/ Revisi Target/Strategi 

mengingat realiasai penanaman 

modal  cenderung menurun 

setelah investor selesai tahap 

konstruksi, dimana pada saat 

tahap konstrksi ini yang 

membuat peningkatan realisai 

penanaman modal 

 

Sasaran 1 : 

Meningkatnya 

iklim 

investasi 

 

Presentase 

Pertumbuhan 

Nilai 

Investasi 

Daerah (%) 

Renstra  

2024-2026 
35.77% -18.65% -0.52 

 1. Sebagian Pemilik NIB / Pelaku 

Usaha adalah Pelaku UMK yang 

tidak wajib untuk menyampaikan 

laporan LKPM 

3. Aplikasi OSS masih terus dalam 

proses maintenance 

1. Melakukan audit terhadap 

hambatan investasi di lapangan 

(seperti masalah sosial atau 

infrastruktur pendukung) 

2. Evaluasi/ Revisi Target/Strategi 

mengingat realiasai penanaman 

modal  cenderung menurun 
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No 
Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 

Dokumen 

Perencanaan 

 
- Renstra 2024-2026 

- Renstra 2025-2029 

Target 

Tahun 

2025 

Realisasi 

Kinerja 

Tahun 

2025 

Capaian 

(%) 

Faktor 

Alternatif solusi 

Pendukung Penghambat 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Kurangnya Bimbingan Teknis 

terkait Pengisian LKPM bagi 

Pelaku Usaha) 

5.Tingginya realisasi Investasi tahun 

2024 yang diperoleh dari laporan 

pelaku usaha pada tahap 

konstruksi.  

6.Pelaku Usaha Telah melewati tahap 

konstruksi sehingga realisasi 

Penanaman Modal diperoleh dari 

laporan tahap operasional/komersil 

 

setelah investor selesai tahap 

konstruksi, dimana pada saat 

tahap konstrksi ini yang 

membuat peningkatan realisai 

penanaman modal 

 

Sasaran 2 : 

Meningkatnya 

Kualitas 

Pelayanan 

Perizinan dan 

Non Perizinan 

 

Indeks 

Pelayanan 

Publik 

(Nilai) 

Renstra  

2024-2026 
3.80 3.51 92.37% 

1. Sosialisasi Perizinan 

Berusaha  
2. Bintek / Pendampingan 

pengisian / penyusunan 

LKPM 

3. Koordinasi Intensip 
dengan BKPM maupun 

instansi di Tingkat 

Provinsi dan Kabupaten 

Kota serta stake holder 
terkait dan pelaku 

usaha 

4. Optimalisasi 

pemanfaatan akses 
semua media social 

 

1. Sejak tahun 2023 sampai dengan 

tahun 2025 DPMPTSP Kab. 

Nganjuk tidak menjadi lokus 

penilaian Pelayanan Publik oleh 

KEMENPANRB 

1. dilakukan Konversi 

Penghitungan Dari Nilai IKM, 

dimana Indek Pelayanan Publik 

(IPP) menggunakan rentang skala 

0 – 5 sedangkan pada IKM 0 – 

100 

          

 

Tujuan  : 

Meningkatnya 

Investasi 

Daerah 

 

Nilai 

Investasi 

(Rp) 

 

Renstra  

2025-2029 

 

1.102.000. 

000.000 

 

1.105.654. 

165.215 

 

100.33 

1. Sosialisasi Perizinan 

Berusaha  

2. Bintek / Pendampingan 
pengisian / penyusunan 

LKPM 
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No 
Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 

Dokumen 

Perencanaan 

 
- Renstra 2024-2026 

- Renstra 2025-2029 

Target 

Tahun 

2025 

Realisasi 

Kinerja 

Tahun 

2025 

Capaian 

(%) 

Faktor 

Alternatif solusi 

Pendukung Penghambat 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3. Koordinasi Intensip 

dengan BKPM maupun 

instansi di Tingkat 

Provinsi dan Kabupaten 
Kota serta stake holder 

terkait dan pelaku 

usaha 

4. Optimalisasi 
pemanfaatan akses 

semua media social 

 

 

Sasaran 1 : 

Meningkatnya 

Iklim 

Investasi 

 

Presentase 

Nilai 

Investasi 

Terhadap 

Rencana 

Investasi (%) Renstra  

2025-2029 
31 49.74 160.46 

1. Sosialisasi Perizinan 

Berusaha  

2. Bintek / Pendampingan 

pengisian / penyusunan 

LKPM 

3. Koordinasi Intensip 
dengan BKPM maupun 

instansi di Tingkat 

Provinsi dan Kabupaten 

Kota serta stake holder 
terkait dan pelaku 

usaha 

4. Optimalisasi 

pemanfaatan akses 
semua media social 

 

  

 

Sasaran 2 : 

Meningkatnya 

Kualitas 

Pelayanan 

Perizinan dan 

Non Perizinan 

 

Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

(Indeks) 
Renstra  

2025-2029 
88 87.73 99.69 

1. Sosialisasi Perizinan 

Berusaha  

2. Bintek / Pendampingan 
pengisian / penyusunan 

LKPM 

3. Koordinasi Intensip 

dengan BKPM maupun 
instansi di Tingkat 

Provinsi dan Kabupaten 

Kota serta stake holder 
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No 
Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 

Dokumen 

Perencanaan 

 
- Renstra 2024-2026 

- Renstra 2025-2029 

Target 

Tahun 

2025 

Realisasi 

Kinerja 

Tahun 

2025 

Capaian 

(%) 

Faktor 

Alternatif solusi 

Pendukung Penghambat 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
terkait dan pelaku 

usaha 

4. Optimalisasi 

pemanfaatan akses 
semua media social 
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A.6.  Analis tingkat efisiensi penggunaan sumber daya  

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian 

tujuan dan sasaran DPMPTSP Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 disajikan pada tabel 

berikut : 

Tabel 3.1.6 

Efisieansi Penggunaan Sumber Daya 

 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja 
Dokumen 

Perencanaan 

Capaian 

Kinerja 

(%) 

Realisasi 

Anggaran 

(%) 

Tingkat 

Efisiensi 

(%) 

Tujuan : 

Meningkatkan 

Produktifitas Ekonomi 

Lokal Sektir investasi 

daerah 

Nilai Investasi Daerah 

(Rp) 

Renstra 

2024-2026 
81.54 91.65 -10.11 

Sasaran 1 : 

Meningkatnya iklim 

investasi 

 

Presentase Pertumbuhan 

Nilai Investasi Daerah 

(%) 

Renstra 

2024-2026 
-0.52 74.71 -75.23 

Sasaran 2 : 

Meningkatnya Kualitas 

Pelayanan Perizinan dan 

Non Perizinan 

 

Indeks Pelayanan Publik 

(Nilai) 

Renstra 

2024-2026 
100.2 88.69 11.51 

Tujuan  : 

Meningkatnya Investasi 

Daerah 

 

Nilai Investasi (Rp) 

 

Renstra 

2025-2029 

 

100.33 
91.65 8.55 

Sasaran 1 : 

Meningkatnya Iklim 

Investasi 

 

Presentase Nilai 

Investasi Terhadap 

Rencana Investasi (%) 

Renstra 

2025-2029 
160.46 74.71 85.75 

Sasaran 2 : 

Meningkatnya Kualitas 

Pelayanan Perizinan dan 

Non Perizinan 

 

Indeks Kepuasan 

Masyarakat (Indeks) 

Renstra 

2025-2029 
99.69 88.69 11 

 

Berdasarkan Tabel 3.1.6 terlihat adanya perbedaan performa yang kontras 

antara periode perencanaan Renstra 2024–2026 dan Renstra 2025–2029. Pada 

periode awal, instansi menghadapi tantangan berat khususnya pada indikator 

pertumbuhan nilai investasi yang mencatatkan capaian negatif sebesar -0,52% 

dengan tingkat efisiensi yang sangat rendah (-75,23%), meskipun serapan anggaran 

mencapai 74,71%. Namun, performa ini mengalami lonjakan signifikan pada 

periode perencanaan berikutnya, di mana persentase nilai investasi terhadap 

rencana berhasil melampaui target hingga mencapai 160,46% dengan tingkat 

efisiensi positif sebesar 85,75%. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan strategi 
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yang sangat efektif atau penyesuaian target yang lebih realistis dalam perencanaan 

terbaru. Di sisi lain, pada unit pelayanan perizinan dan non-perizinan muncul 

sebagai unit kerja yang paling stabil dan efisien di antara kedua periode tersebut. 

Indeks Pelayanan Publik dan Indeks Kepuasan Masyarakat secara konsisten 

mencapai target di kisaran 99% hingga 100% dengan realisasi anggaran yang 

terjaga di angka 88%. Stabilitas ini menghasilkan tingkat efisiensi yang konstan di 

angka 11%, yang menandakan bahwa fungsi pelayanan publik telah dikelola secara 

optimal dan hemat biaya. Secara keseluruhan, data ini merefleksikan transformasi 

organisasi dari kondisi yang sempat terpuruk di sektor pertumbuhan investasi 

menuju arah yang jauh lebih produktif dan efisien. 

 

3.1.7 Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun 

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. 

Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan 

dalam pencapaian pernyataan kinerja disajikan dalam tabel 3.1.7 berikut:  
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Tabel 3.1.7 

Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan.Kegagalan Pencapaian Kinerja 

 

No 
Sasaran 

Startegis 

Indikator 

Kinerja 

Dokumen 

Perencanaan 

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program/ Kegiatan/ 

SubKegiatan 

Indikator Kinerja Program 

(outcome) / Kegiatan (output) / 

Sub Kegiatan (output) 

Target Kinerja dan 

Anggaran RKPD 

Kabupaten/Kota 

Tahun Berjalan 

yang dievaluasi 

(2025) 

Realisasi Capaian 

Kinerja dan 

Anggaran 

RKPD Yang 

Dievaluasi 

(2025) 

Tingkat Capaian 

Kinerja dan 

Anggaran Renja 

Kabupaten/ Kota 

Tahun Berjalan 

yang Dievaluasi 

Link Bukti Dukung 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=8/7*100% 10 

 1 

Tujuan : 

Meningkatkan 

Produktifitas 

Ekonomi 

Lokal Sektir 

investasi 

daerah 

Nilai 

Investasi 

Daerah (Rp) 

Nilai 

Investasi 

Daerah (Rp) 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG PENANAMAN 

MODAL 

            

 

      
Renstra 

2024-2026 

PROGRAM 

PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Nilai Sakip Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu 

77 Nilai 73,65 Nilai 95,65% 

s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

      
Renstra 

2024-2026 

Perencanaan, 

Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen perencanaan, 

pengganggaran dan evaluasi 

kinerja perangkat daerah 

10 Dokumen 10 Dokumen 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

      
Renstra 

2024-2026 

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat 

Daerah 

Jumlah Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah 
3 Dokumen 3 Dokumen 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

      
Renstra 

2024-2026 

Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD 

Jumlah Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD 

3 Laporan 3 Laporan 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

      
Renstra 

2024-2026 

Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah 

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 
4 Laporan 4 Laporan 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

      
Renstra 

2024-2026 

Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen keuangan 

perangkat daerah 
10 Dokumen 10 Dokumen 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

      
Renstra 

2024-2026 

Penyediaan Gaji dan 

Tunjangan ASN 

Jumlah Orang yang Menerima 

Gaji dan Tunjangan ASN 
`20/12 Orang/bulan `20/12 Orang/bulan 25,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 
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No 
Sasaran 

Startegis 

Indikator 

Kinerja 

Dokumen 

Perencanaan 

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program/ Kegiatan/ 

SubKegiatan 

Indikator Kinerja Program 

(outcome) / Kegiatan (output) / 

Sub Kegiatan (output) 

Target Kinerja dan 

Anggaran RKPD 

Kabupaten/Kota 

Tahun Berjalan 

yang dievaluasi 

(2025) 

Realisasi Capaian 

Kinerja dan 

Anggaran 

RKPD Yang 

Dievaluasi 

(2025) 

Tingkat Capaian 

Kinerja dan 

Anggaran Renja 

Kabupaten/ Kota 

Tahun Berjalan 

yang Dievaluasi 

Link Bukti Dukung 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=8/7*100% 10 

      
Renstra 

2024-2026 

Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Keuangan Akhir 

Tahun SKPD 

Jumlah Laporan Keuangan Akhir 

Tahun SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan 

Keuangan Akhir Tahun SKPD 

5 Laporan 5 Laporan 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

      
Renstra 

2024-2026 

Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Keuangan 

Bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD 

Jumlah Laporan Keuangan 

Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran 

SKPD dan Laporan Koordinasi 

Penyusunan Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semesteran 

SKPD 

5 Laporan 5 Laporan 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

      
Renstra 

2024-2026 

Administrasi Barang 

Milik Daerah pada 

Perangkat Daerah 

Tersedianya Laporan 

rekonsiliasi dan penyusunan 

Laporan barang milik daerah 

12 Laporan 12 Laporan 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

      
Renstra 

2024-2026 

Rekonsiliasi dan 

Penyusunan Laporan 

Barang Milik Daerah pada 

SKPD 

Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan 

Penyusunan Laporan Barang 

Milik Daerah pada SKPD 

12 Laporan 12 Laporan 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

      
Renstra 

2024-2026 

Administrasi 

Kepegawaian Perangkat 

Daerah 

Jumlah Dokumen administrasi 

kepegawaian Perangkat Daerah 
2 Dokumen 0 Dokumen 0,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

      
Renstra 

2024-2026 

Pengadaan Pakaian Dinas 

beserta Atribut 

Kelengkapannya 

Jumlah Paket Pakaian Dinas 

beserta Atribut Kelengkapan 
0 Paket 0 Paket   s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

      
Renstra 

2024-2026 

Sosialisasi Peraturan 

Perundang-Undangan 

Jumlah Orang yang Mengikuti 

Sosialisasi Peraturan Perundang-

Undangan 

25 Orang 0 Orang 0,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

      
Renstra 

2024-2026 

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

Fasilitas dan koordinasi bagian 

umum yang dilaksanakan 
100 Paket 100 Paket 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

      
Renstra 

2024-2026 

Penyediaan Komponen 

Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor 

Jumlah Paket Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor yang Disediakan 

40 Paket 40 Paket 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

      
Renstra 

2024-2026 

Penyediaan Bahan Logistik 

Kantor 

Jumlah Paket Bahan Logistik 

Kantor yang Disediakan 
100 Paket 100 Paket 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

      
Renstra 

2024-2026 

Penyediaan Barang Cetakan 

dan Penggandaan 

Jumlah Paket Barang Cetakan 

dan Penggandaan yang 

Disediakan 

15 Paket 15 Paket 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 
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No 
Sasaran 

Startegis 

Indikator 

Kinerja 

Dokumen 

Perencanaan 

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program/ Kegiatan/ 

SubKegiatan 

Indikator Kinerja Program 

(outcome) / Kegiatan (output) / 

Sub Kegiatan (output) 

Target Kinerja dan 

Anggaran RKPD 

Kabupaten/Kota 

Tahun Berjalan 

yang dievaluasi 

(2025) 

Realisasi Capaian 

Kinerja dan 

Anggaran 

RKPD Yang 

Dievaluasi 

(2025) 

Tingkat Capaian 

Kinerja dan 

Anggaran Renja 

Kabupaten/ Kota 

Tahun Berjalan 

yang Dievaluasi 

Link Bukti Dukung 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=8/7*100% 10 

      
Renstra 

2024-2026 

Penyediaan Bahan Bacaan 

dan Peraturan Perundang-

undangan 

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan 

dan Peraturan Perundang-

Undangan yang Disediakan 

12 Dokumen 12 Dokumen 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

      
Renstra 

2024-2026 
Fasilitasi Kunjungan Tamu 

Jumlah Laporan Fasilitasi 

Kunjungan Tamu 
12 Laporan 12 Laporan 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

      
Renstra 

2024-2026 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD 

Jumlah Laporan Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD 

12 Laporan 12 Laporan 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

      
Renstra 

2024-2026 

Penatausahaan Arsip 

Dinamis pada SKPD 

Jumlah Dokumen Penatausahaan 

Arsip Dinamis pada SKPD 
1 Dokumen 1 Dokumen 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

      
Renstra 

2024-2026 

Pengadaan Barang Milik 

Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah 

Jumlah Barang Milik Daerah 

pada Perangkat Daerah yang 

disediakan 

40 Unit 40 Unit 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

      
Renstra 

2024-2026 
Pengadaan Mebel 

Jumlah Paket Mebel yang 

Disediakan 
5 Unit 5 Unit 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

      
Renstra 

2024-2026 

Pengadaan Peralatan dan 

Mesin Lainnya 

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang Disediakan 
30 Unit 30 Unit 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

      
Renstra 

2024-2026 

Pengadaan Sarana dan 

Prasarana Gedung Kantor 

atau Bangunan Lainnya 

Jumlah Unit Sarana dan 

Prasarana Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya yang 

Disediakan 

5 Unit 5 Unit 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

      
Renstra 

2024-2026 

Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Jumlah Laporan penyediaan 

jasa penunjang urusan 

pemerintah daerah 

12 Laporan 12 Laporan 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

      
Renstra 

2024-2026 

Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat 
12 Laporan 12 Laporan 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

      
Renstra 

2024-2026 

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber Daya Air 

dan Listrik yang Disediakan 

12 Laporan 12 Laporan 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

      
Renstra 

2024-2026 

Penyediaan Jasa Pelayanan 

Umum Kantor 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum Kantor yang 

Disediakan 

12 Laporan 12 Laporan 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

      
Renstra 

2024-2026 

Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah 

Jumlah barang milik daerah 

pada perangkat daerah yang 

terpelihara 

28 Unit 28 Unit 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 
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No 
Sasaran 

Startegis 

Indikator 

Kinerja 

Dokumen 

Perencanaan 

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program/ Kegiatan/ 

SubKegiatan 

Indikator Kinerja Program 

(outcome) / Kegiatan (output) / 

Sub Kegiatan (output) 

Target Kinerja dan 

Anggaran RKPD 

Kabupaten/Kota 

Tahun Berjalan 

yang dievaluasi 

(2025) 

Realisasi Capaian 

Kinerja dan 

Anggaran 

RKPD Yang 

Dievaluasi 

(2025) 

Tingkat Capaian 

Kinerja dan 

Anggaran Renja 

Kabupaten/ Kota 

Tahun Berjalan 

yang Dievaluasi 

Link Bukti Dukung 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=8/7*100% 10 

      
Renstra 

2024-2026 

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan 

Jumlah Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan yang 

Dipelihara dan dibayarkan Pajak 

dan Perizinannya 

11 Unit 11 Unit 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

      
Renstra 

2024-2026 
Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 10 Unit 10 Unit 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

      
Renstra 

2024-2026 

Pemeliharaan Peralatan dan 

Mesin Lainnya 

Jumlah Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang Dipelihara 
4 Unit 4 Unit 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

      
Renstra 

2024-2026 

Pemeliharaan Aset Tak 

Berwujud 

Jumlah Aset Tak Berwujud yang 

Dipelihara 
2 Unit 2 Unit 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

      
Renstra 

2024-2026 

Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya 

Jumlah Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi 

1 Unit 1 Unit 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

  

Sasaran 1 : 

Meningkatnya 

Iklim 

Investasi 

Presentase 

Pertumbuhan 

Nilai 

Investasi 

Daerah (%) 

Renstra 

2024-2026 

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

IKLIM PENANAMAN 

MODAL 

Persentase Peta Potensi dan 

Peluang Usaha Kabupaten / 

Kota yang dibuat 

100 % 100 % 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

  
Renstra 

2024-2026 

Pembuatan Peta Potensi 

Investasi Kabupaten/Kota 

Jumlah peta potensi dan 

peluang usaha yang tersusun 
2 Dokumen 2 Dokumen 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

  
Renstra 

2024-2026 

Penyusunan Rencana 

Umum Penanaman Modal 

Daerah Kabupaten/Kota 

Jumlah Peraturan Daerah (Perda) 

Rencana Umum Penanaman 

Modal Daerah Kabupaten/Kota 

1 Dokumen 1 Dokumen 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

  
Renstra 

2024-2026 

Penyusunan Peta Potensi 

Investasi Kabupaten/Kota 

Jumlah Dokumen Peta Potensi 

Investasi Kabupaten/Kota 
1 Dokumen 1 Dokumen 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

  
Renstra 

2024-2026 

PROGRAM PROMOSI 

PENANAMAN MODAL 

Persentase Promosi Penanaman 

Modal yang diikuti 
100 % 100 % 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

  
Renstra 

2024-2026 

Penyelenggaraan Promosi 

Penanaman Modal yang 

Menjadi Kewenangan 

Daerah Kabupaten/Kota 

Jumlah Promosi Penanaman 

Modal yang diikuti 
3 Dokumen 3 Dokumen 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

  
Renstra 

2024-2026 

Pelaksanaan Kegiatan 

Promosi Penanaman Modal 

Daerah Kabupaten/Kota 

Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan 

Promosi Penanaman Modal 

Kabupaten/Kota 

3 Dokumen 3 Dokumen 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

  
Renstra 

2024-2026 

PROGRAM 

PENGENDALIAN 

PELAKSANAAN 

PENANAMAN MODAL 

Persentase kegiatan 

pengendalian penanaman 

modal yang dilaksanakan 

100 % 100 % 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 
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No 
Sasaran 

Startegis 

Indikator 

Kinerja 

Dokumen 

Perencanaan 

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program/ Kegiatan/ 

SubKegiatan 

Indikator Kinerja Program 

(outcome) / Kegiatan (output) / 

Sub Kegiatan (output) 

Target Kinerja dan 

Anggaran RKPD 

Kabupaten/Kota 

Tahun Berjalan 

yang dievaluasi 

(2025) 

Realisasi Capaian 

Kinerja dan 

Anggaran 

RKPD Yang 

Dievaluasi 

(2025) 

Tingkat Capaian 

Kinerja dan 

Anggaran Renja 

Kabupaten/ Kota 

Tahun Berjalan 

yang Dievaluasi 

Link Bukti Dukung 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=8/7*100% 10 

  
Renstra 

2024-2026 

Pengendalian 

Pelaksanaan Penanaman 

Modal yang Menjadi 

Kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Kegiatan Usahayang 

menjadi obyek pemantauan, 

pembinaan dan pengawasan 

penanaman modal 

240 
Pelaku 

usaha 
240 

Pelaku 

usaha 
100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

  
Renstra 

2024-2026 

Penyelesaian Permasalahan 

dan Hambatan yang 

dihadapi Pelaku Usaha 

dalam merealisasikan 

Kegiatan Usahanya 

Jumlah Penyelesaian 

Permasalahan dan  Hambatan 

yang  dihadapi Pelaku Usaha 

dalam merealisasikan Kegiatan 

Usahanya 

5 
Kegiatan 

Usaha. 
5 

Kegiatan 

Usaha. 
100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

  
Renstra 

2024-2026 

Bimbingan Teknis kepada 

Pelaku Usaha 

Jumlah Pelaku Usaha yang 

Mengikuti Bimbingan Teknis/ 

Sosialisasi Implementasi 

Perizinan Berusaha Berbasis 

Risiko dan Pengawasan Perizinan 

Berusaha Berbasis Risiko 

20 
Pelaku 

Usaha 
20 

Pelaku 

Usaha 
100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

  
Renstra 

2024-2026 

Pengawasan Penanaman 

Modal 

Jumlah Kegiatan Usaha dari 

Pelaku Usaha yang Telah 

Dianalisa dan Diverifikasi Data,  

Profil dan Informasi Kegiatan 

Usaha dari Pelaku  DIlakukan 

Inspeksi Lapangan ; serta 

DIlakukan Evaluasi Penilaian 

Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan 

Berusaha 

10 
Kegiatan 

Usaha 
10 

Kegiatan 

Usaha 
100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

  

Sasaran 2 : 

Meningkatnya 

Kualitas 

Pelayanan 

Perizinan dan 

Non Perizinan 

Indeks 

Pelayanan 

Publik (Nilai) 

Renstra 

2024-2026 

PROGRAM 

PELAYANAN 

PENANAMAN MODAL 

Persentase Kegiatan Usaha 

yang mendapat pelayanan 

perizinan dan non perizinan di 

bidang penanaman modal 

95 % 95 % 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

  
Renstra 

2024-2026 

Pelayanan Perizinan dan 

Non Perizinan Secara 

Terpadu Satu Pintu 

dibidang Penanaman 

Modal yang Menjadi 

Kewenangan Daerah 

Kabupaten/ Kota 

Jumlah kegiatan usaha yang 

mendapat pelayanan perizinan 

dan non perizinan secara 

terpadu satu pintu di bidang 

Penanaman Modal 

3800 
Pelaku 

Usaha 
3800 

Pelaku 

Usaha 
100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

  
Renstra 

2024-2026 

Koordinasi dan Sinkronisasi 

Penetapan Pemberian 

Fasilitas/Insentif Daerah 

Jumlah Kegiatan Koordinasi dan 

Sinkronisasi Penentapan 

Pemberian Fasilitas/Insentif yang 

12 Dokumen 12 Dokumen 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 
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No 
Sasaran 

Startegis 

Indikator 

Kinerja 

Dokumen 

Perencanaan 

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program/ Kegiatan/ 

SubKegiatan 

Indikator Kinerja Program 

(outcome) / Kegiatan (output) / 

Sub Kegiatan (output) 

Target Kinerja dan 

Anggaran RKPD 

Kabupaten/Kota 

Tahun Berjalan 

yang dievaluasi 

(2025) 

Realisasi Capaian 

Kinerja dan 

Anggaran 

RKPD Yang 

Dievaluasi 

(2025) 

Tingkat Capaian 

Kinerja dan 

Anggaran Renja 

Kabupaten/ Kota 

Tahun Berjalan 

yang Dievaluasi 

Link Bukti Dukung 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=8/7*100% 10 

menjadi Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

  
Renstra 

2024-2026 

Penyediaan Pelayanan 

Perizinan Berusaha melalui 

Sistem Perizinan Berusaha 

Berbasis Risiko Terintegrasi 

secara Elektronik 

Jumlah Pelaku Usaha yang 

Mendapatkan Pelayanan 

Perizinan Berusaha melalui 

Sistem Perizinan Berusaha 

Berbasis Risiko Terintegrasi 

secara Elektronik 

3800 
Pelaku 

Usaha 
3800 

Pelaku 

Usaha 
100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

  
Renstra 

2024-2026 

Penyediaan dan pengelolaan 

Layanan konsultasi 

perizinan berusaha berbasis 

risiko 

Jumlah Pelaku usaha yang 

Memperoleh Layanan Konsultasi 

Perizinan Berusaha melalui 

Sistem Perizinan Berusaha 

Berbasis Risiko Terintegrasi 

secara Elektronik 

15 
Pelaku 

Usaha 
15 

Pelaku 

Usaha 
100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

  
Renstra 

2024-2026 

Pemantauan, analisis, 

evaluasi, dan peLaporan di 

bidang perizinan berusaha 

berbasis risiko 

Jumlah Kegiatan Usaha yang 

mendapat  pemantauan, analisis, 

evaluasi, dan peLaporan di 

bidang perizinan berusaha 

berbasis risiko Lintas Daerah 

Kabupaten/Kota bagi Kegiatan 

Usaha Dari Pelaku Usaha 

12 
Kegiatan 

Usaha 
12 

Kegiatan 

Usaha 
100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

  
Renstra 

2024-2026 

PROGRAM 

PENGELOLAAN DATA 

DAN SISTEM 

INFORMASI 

PENANAMAN MODAL 

Persentase data dan informasi 

perizinan yang dimanfaatkan 
100 % 100 % 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

  
Renstra 

2024-2026 

Pengelolaan Data dan 

Informasi Perizinan dan 

Non Perizinan yang 

Terintegrasi pada Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota 

Terlaksananya pengelolaan 

data dan informasi perizinan 

dan non perizinan yang 

terintegrasi pada tingkat 

daerah kabupaten/kota 

20 Dokumen 20 Dokumen 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

  
Renstra 

2024-2026 

Pengolahan, Penyajian dan 

Pemanfaatan Data dan 

Informasi Perizinan 

Berbasis Sistem Pelayanan 

Perizinan Berusaha 

Terintegrasi secara 

Elektronik 

Jumlah Data dan Informasi 

Perizinan  Berbasis Sistem 

Pelayanan Perizinan Berusaha 

Terintegrasi secara Elektronik 

yang Diolah, Dikaji dan 

Dimanfaatkan 

20 Dokumen 20 Dokumen 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 
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No 
Sasaran 

Startegis 

Indikator 

Kinerja 

Dokumen 

Perencanaan 

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program/ Kegiatan/ 

SubKegiatan 

Indikator Kinerja Program 

(outcome) / Kegiatan (output) / 

Sub Kegiatan (output) 

Target Kinerja dan 

Anggaran RKPD 

Kabupaten/Kota 

Tahun Berjalan 

yang dievaluasi 

(2025) 

Realisasi Capaian 

Kinerja dan 

Anggaran 

RKPD Yang 

Dievaluasi 

(2025) 

Tingkat Capaian 

Kinerja dan 

Anggaran Renja 

Kabupaten/ Kota 

Tahun Berjalan 

yang Dievaluasi 

Link Bukti Dukung 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=8/7*100% 10 

 2 

Tujuan : 

Meningkatkan 

Produktifitas 

Ekonomi 

Lokal Sektir 

investasi 

daerah 

Nilai 

Investasi 

(Rp) 

Nilai 

Investasi 

Daerah (Rp) 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG PENANAMAN 

MODAL 

            s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

      
Renstra 

2025-2029 

PROGRAM 

PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

            s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

      
Renstra 

2025-2029 

Meningkatnya 

akuntabilitas kinerja 

Perangkat Daerah 

Nilai Akuntabilitas Kinerja 

Perangkat Daerah (Nilai)  
73 Nilai 73,65 Nilai 95,65% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

      
Renstra 

2025-2029 

Perencanaan, 

Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen perencanaan, 

pengganggaran dan evaluasi 

kinerja perangkat daerah 

10 Dokumen 10 Dokumen 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

        
Jumlah Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah 
3 Dokumen 3 Dokumen 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

        

Jumlah Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD 

3 Laporan 3 Laporan 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

        
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 
4 Laporan 4 Laporan 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

      
Renstra 

2025-2029 

Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen keuangan 

perangkat daerah 
10 Dokumen 10 Dokumen 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

        
Jumlah Orang yang Menerima 

Gaji dan Tunjangan ASN 
`20/12 Orang/bulan `20/12 Orang/bulan 25,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

        

Jumlah Laporan Keuangan Akhir 

Tahun SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan 

Keuangan Akhir Tahun SKPD 

5 Laporan 5 Laporan 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

        
Jumlah Laporan Keuangan 

Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran 
5 Laporan 5 Laporan 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 
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No 
Sasaran 

Startegis 

Indikator 

Kinerja 

Dokumen 

Perencanaan 

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program/ Kegiatan/ 

SubKegiatan 

Indikator Kinerja Program 

(outcome) / Kegiatan (output) / 

Sub Kegiatan (output) 

Target Kinerja dan 

Anggaran RKPD 

Kabupaten/Kota 

Tahun Berjalan 

yang dievaluasi 

(2025) 

Realisasi Capaian 

Kinerja dan 

Anggaran 

RKPD Yang 

Dievaluasi 

(2025) 

Tingkat Capaian 

Kinerja dan 

Anggaran Renja 

Kabupaten/ Kota 

Tahun Berjalan 

yang Dievaluasi 

Link Bukti Dukung 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=8/7*100% 10 

SKPD dan Laporan Koordinasi 

Penyusunan Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semesteran 

SKPD 

      
Renstra 

2025-2029 

Administrasi Barang 

Milik Daerah pada 

Perangkat Daerah 

Tersedianya Laporan 

rekonsiliasi dan penyusunan 

Laporan barang milik daerah 

12 Laporan 12 Laporan 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

        

Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan 

Penyusunan Laporan Barang 

Milik Daerah pada SKPD 

12 Laporan 12 Laporan 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

      
Renstra 

2025-2029 

Administrasi 

Kepegawaian Perangkat 

Daerah 

Jumlah Dokumen administrasi 

kepegawaian Perangkat Daerah 
2 Dokumen 0 Dokumen 0,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

        
Jumlah Paket Pakaian Dinas 

beserta Atribut Kelengkapan 
0 Paket 0 Paket 0,00%  s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

        

Jumlah Orang yang Mengikuti 

Sosialisasi Peraturan Perundang-

Undangan 

0 Orang 0 Orang 0,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

      
Renstra 

2025-2029 

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

Fasilitas dan koordinasi bagian 

umum yang dilaksanakan 
100 Paket 100 Paket 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

        

Jumlah Paket Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor yang Disediakan 

40 Paket 40 Paket 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

        
Jumlah Paket Bahan Logistik 

Kantor yang Disediakan 
100 Paket 100 Paket 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

        

Jumlah Paket Barang Cetakan 

dan Penggandaan yang 

Disediakan 

15 Paket 15 Paket 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

        

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan 

dan Peraturan Perundang-

Undangan yang Disediakan 

12 Dokumen 12 Dokumen 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

        
Jumlah Laporan Fasilitasi 

Kunjungan Tamu 
12 Laporan 12 Laporan 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

        

Jumlah Laporan Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD 

12 Laporan 12 Laporan 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

        
Jumlah Dokumen Penatausahaan 

Arsip Dinamis pada SKPD 
1 Dokumen 1 Dokumen 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 
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No 
Sasaran 

Startegis 

Indikator 

Kinerja 

Dokumen 

Perencanaan 

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program/ Kegiatan/ 

SubKegiatan 

Indikator Kinerja Program 

(outcome) / Kegiatan (output) / 

Sub Kegiatan (output) 

Target Kinerja dan 

Anggaran RKPD 

Kabupaten/Kota 

Tahun Berjalan 

yang dievaluasi 

(2025) 

Realisasi Capaian 

Kinerja dan 

Anggaran 

RKPD Yang 

Dievaluasi 

(2025) 

Tingkat Capaian 

Kinerja dan 

Anggaran Renja 

Kabupaten/ Kota 

Tahun Berjalan 

yang Dievaluasi 

Link Bukti Dukung 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=8/7*100% 10 

      
Renstra 

2025-2029 

Pengadaan Barang Milik 

Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah 

Jumlah Barang Milik Daerah 

pada Perangkat Daerah yang 

disediakan 

40 Unit 40 Unit 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

        
Jumlah Paket Mebel yang 

Disediakan 
5 Unit 5 Unit 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

        
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang Disediakan 
30 Unit 30 Unit 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

        

Jumlah Unit Sarana dan 

Prasarana Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya yang 

Disediakan 

5 Unit 5 Unit 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

      
Renstra 

2025-2029 

Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Jumlah Laporan penyediaan 

jasa penunjang urusan 

pemerintah daerah 

12 Laporan 12 Laporan 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

        
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat 
12 Laporan 12 Laporan 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

        

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber Daya Air 

dan Listrik yang Disediakan 

12 Laporan 12 Laporan 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

        

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum Kantor yang 

Disediakan 

12 Laporan 12 Laporan 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

      
Renstra 

2025-2029 

Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah 

Jumlah barang milik daerah 

pada perangkat daerah yang 

terpelihara 

28 Unit 28 Unit 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

        

Jumlah Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan yang 

Dipelihara dan dibayarkan Pajak 

dan Perizinannya 

11 Unit 11 Unit 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

        Jumlah Mebel yang Dipelihara 10 Unit 10 Unit 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

        
Jumlah Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang Dipelihara 
4 Unit 4 Unit 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

        
Jumlah Aset Tak Berwujud yang 

Dipelihara 
2 Unit 2 Unit 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 
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No 
Sasaran 

Startegis 

Indikator 

Kinerja 

Dokumen 

Perencanaan 

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program/ Kegiatan/ 

SubKegiatan 

Indikator Kinerja Program 

(outcome) / Kegiatan (output) / 

Sub Kegiatan (output) 

Target Kinerja dan 

Anggaran RKPD 

Kabupaten/Kota 

Tahun Berjalan 

yang dievaluasi 

(2025) 

Realisasi Capaian 

Kinerja dan 

Anggaran 

RKPD Yang 

Dievaluasi 

(2025) 

Tingkat Capaian 

Kinerja dan 

Anggaran Renja 

Kabupaten/ Kota 

Tahun Berjalan 

yang Dievaluasi 

Link Bukti Dukung 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=8/7*100% 10 

        

Jumlah Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi 

1 Unit 1 Unit 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

  

Sasaran 1 : 

Meningkatnya 

Iklim 

Investasi 

Presentase 

Nilai 

Investasi 

Terhadap 

Rencana 

Investasi (%) 

Renstra 

2025-2029 

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

IKLIM PENANAMAN 

MODAL 

            s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

  
Renstra 

2025-2029 

Meningkatnya daya tarik 

investasi 

Persentase peningkatan 

proyek investasi (%)  
5 % 81,02 % 1620,40% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

  
Renstra 

2025-2029 

Pembuatan Peta Potensi 

Investasi Kabupaten/Kota 

Jumlah peta potensi dan 

peluang usaha yang tersusun 
2 Dokumen 2 Dokumen 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

    

Jumlah Peraturan Daerah (Perda) 

Rencana Umum Penanaman 

Modal Daerah Kabupaten/Kota 

1 Dokumen 1 Dokumen 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

    
Jumlah Dokumen Peta Potensi 

Investasi Kabupaten/Kota 
1 Dokumen 1 Dokumen 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

  
Renstra 

2025-2029 

PROGRAM PROMOSI 

PENANAMAN MODAL 

Persentase Promosi Penanaman 

Modal yang diikuti 
          s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

  
Renstra 

2025-2029 

Meningkatnya jangkauan 

promosi 

penanaman modal 

Persentase Peningkatan 

Investor yang Berinvestasi 

(%) 

1,00 % 21,68 % 2168,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

  
Renstra 

2025-2029 

Penyelenggaraan Promosi 

Penanaman Modal yang 

Menjadi Kewenangan 

Daerah Kabupaten/Kota 

Jumlah Promosi Penanaman 

Modal yang diikuti 
3 Dokumen 3 Dokumen 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

    

Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan 

Promosi Penanaman Modal 

Kabupaten/Kota 

3 Dokumen 3 Dokumen 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

  
Renstra 

2025-2029 

PROGRAM 

PENGENDALIAN 

PELAKSANAAN 

PENANAMAN MODAL 

            s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

  
Renstra 

2025-2029 

Meningkatnya kualitas 

LKPM 

Persentase pelaku 

usaha/investor yang 

melaporkan LKPM (%) 

100 % 94,71 % 94,71% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

  
Renstra 

2025-2029 

Pengendalian 

Pelaksanaan Penanaman 

Modal yang Menjadi 

Jumlah Kegiatan Usahayang 

menjadi obyek pemantauan, 
240 

Pelaku 

usaha 
240 

Pelaku 

usaha 
100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 
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No 
Sasaran 

Startegis 

Indikator 

Kinerja 

Dokumen 

Perencanaan 

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program/ Kegiatan/ 

SubKegiatan 

Indikator Kinerja Program 

(outcome) / Kegiatan (output) / 

Sub Kegiatan (output) 

Target Kinerja dan 

Anggaran RKPD 

Kabupaten/Kota 

Tahun Berjalan 

yang dievaluasi 

(2025) 

Realisasi Capaian 

Kinerja dan 

Anggaran 

RKPD Yang 

Dievaluasi 

(2025) 

Tingkat Capaian 

Kinerja dan 

Anggaran Renja 

Kabupaten/ Kota 

Tahun Berjalan 

yang Dievaluasi 

Link Bukti Dukung 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=8/7*100% 10 

Kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota 

pembinaan dan pengawasan 

penanaman modal 

    

Jumlah Penyelesaian 

Permasalahan dan  Hambatan 

yang  dihadapi Pelaku Usaha 

dalam merealisasikan Kegiatan 

Usahanya 

5 
Kegiatan 

Usaha. 
5 

Kegiatan 

Usaha. 
100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

    

Jumlah Pelaku Usaha yang 

Mengikuti Bimbingan Teknis/ 

Sosialisasi Implementasi 

Perizinan Berusaha Berbasis 

Risiko dan Pengawasan Perizinan 

Berusaha Berbasis Risiko 

20 
Pelaku 

Usaha 
20 

Pelaku 

Usaha 
100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

    

Jumlah Kegiatan Usaha dari 

Pelaku Usaha yang Telah 

Dianalisa dan Diverifikasi Data,  

Profil dan Informasi Kegiatan 

Usaha dari Pelaku  DIlakukan 

Inspeksi Lapangan ; serta 

DIlakukan Evaluasi Penilaian 

Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan 

Berusaha 

10 
Kegiatan 

Usaha 
10 

Kegiatan 

Usaha 
100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

  

Sasaran 2 : 

Meningkatnya 

Kualitas 

Pelayanan 

Perizinan dan 

Non Perizinan 

Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

(Indeks) 

Renstra 

2025-2029 

PROGRAM 

PELAYANAN 

PENANAMAN MODAL 

            s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

  
Renstra 

2025-2029 

Meningkatnya ketepatan 

penerbitan 

perizinan dan non 

perizinan 

Persentase penerbitan 

perizinan tepat waktu (%)  
100 % 99,04 % 99,04% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

  
Renstra 

2025-2029 

Pelayanan Perizinan dan 

Non Perizinan Secara 

Terpadu Satu Pintu 

dibidang Penanaman 

Modal yang Menjadi 

Kewenangan Daerah 

Kabupaten/ Kota 

Jumlah kegiatan usaha yang 

mendapat pelayanan perizinan 

dan non perizinan secara 

terpadu satu pintu di bidang 

Penanaman Modal 

3800 
Pelaku 

Usaha 
3800 

Pelaku 

Usaha 
100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

    

Jumlah Kegiatan Koordinasi dan 

Sinkronisasi Penentapan 

Pemberian Fasilitas/Insentif yang 

12 Dokumen 12 Dokumen 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 
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No 
Sasaran 

Startegis 

Indikator 

Kinerja 

Dokumen 

Perencanaan 

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program/ Kegiatan/ 

SubKegiatan 

Indikator Kinerja Program 

(outcome) / Kegiatan (output) / 

Sub Kegiatan (output) 

Target Kinerja dan 

Anggaran RKPD 

Kabupaten/Kota 

Tahun Berjalan 

yang dievaluasi 

(2025) 

Realisasi Capaian 

Kinerja dan 

Anggaran 

RKPD Yang 

Dievaluasi 

(2025) 

Tingkat Capaian 

Kinerja dan 

Anggaran Renja 

Kabupaten/ Kota 

Tahun Berjalan 

yang Dievaluasi 

Link Bukti Dukung 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=8/7*100% 10 

menjadi Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

    

Jumlah Pelaku Usaha yang 

Mendapatkan Pelayanan 

Perizinan Berusaha melalui 

Sistem Perizinan Berusaha 

Berbasis Risiko Terintegrasi 

secara Elektronik 

3800 
Pelaku 

Usaha 
3800 

Pelaku 

Usaha 
100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

    

Jumlah Pelaku usaha yang 

Memperoleh Layanan Konsultasi 

Perizinan Berusaha melalui 

Sistem Perizinan Berusaha 

Berbasis Risiko Terintegrasi 

secara Elektronik 

15 
Pelaku 

Usaha 
15 

Pelaku 

Usaha 
100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

    

Jumlah Kegiatan Usaha yang 

mendapat  pemantauan, analisis, 

evaluasi, dan peLaporan di 

bidang perizinan berusaha 

berbasis risiko Lintas Daerah 

Kabupaten/Kota bagi Kegiatan 

Usaha Dari Pelaku Usaha 

12 
Kegiatan 

Usaha 
12 

Kegiatan 

Usaha 
100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

  
Renstra 

2025-2029 

PROGRAM 

PENGELOLAAN DATA 

DAN SISTEM 

INFORMASI 

PENANAMAN MODAL 

            s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

  
Renstra 

2025-2029 

Meningkatnya 

pemanfaatan data dan 

informasi penanaman 

modal 

Presentase Pemanfaatan Data 

dan Informasi Penanaman 

Modal (%) 

75 % 75 % 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

  
Renstra 

2025-2029 

Pengelolaan Data dan 

Informasi Perizinan dan 

Non Perizinan yang 

Terintegrasi pada Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota 

Terlaksananya pengelolaan 

data dan informasi perizinan 

dan non perizinan yang 

terintegrasi pada tingkat 

daerah kabupaten/kota 

20 Dokumen 20 Dokumen 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

    

Jumlah Data dan Informasi 

Perizinan  Berbasis Sistem 

Pelayanan Perizinan Berusaha 

Terintegrasi secara Elektronik 

20 Dokumen 20 Dokumen 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 
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No 
Sasaran 

Startegis 

Indikator 

Kinerja 

Dokumen 

Perencanaan 

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program/ Kegiatan/ 

SubKegiatan 

Indikator Kinerja Program 

(outcome) / Kegiatan (output) / 

Sub Kegiatan (output) 

Target Kinerja dan 

Anggaran RKPD 

Kabupaten/Kota 

Tahun Berjalan 

yang dievaluasi 

(2025) 

Realisasi Capaian 

Kinerja dan 

Anggaran 

RKPD Yang 

Dievaluasi 

(2025) 

Tingkat Capaian 

Kinerja dan 

Anggaran Renja 

Kabupaten/ Kota 

Tahun Berjalan 

yang Dievaluasi 

Link Bukti Dukung 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=8/7*100% 10 

yang Diolah, Dikaji dan 

Dimanfaatkan 

 

Pada Tabel 3.1.7 terlihat bahwa capaian indikator kinerja Program dan Kegiatan seluruhnya telah mencapai target dan sangat 

menunjang dalam rangka pencapaian indikator tujuan dan sasaran kinerja Renstra DPMPTSP Kabupaten Nganjuk di tahun 2025-2029 

Capaian kinerja program tersebut tidak lepas dari dukungan kegiatan yang dilaksanakan. Di tahun 2025 ini semua program dan 

kegiatan telah dapat dilaksanakan secara lancar dan maksimal, baik secara fisik yang mencapai 100%  
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BAB IV PENUTUP  

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban 

pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2025 dari Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk untuk mengetahui keberhasilan/kegagalan 

pelaksanaan program dan kegiatan. 

Penyusunan LKjIP didasarkan pada hasil pelaksanaan program dan kegiatan sesuai 

dengan Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Penetapan Kinerja dan Pengukuran 

Kinerja sesuai dengan indikator kinerja masing-masing kegiatan. 

Hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Terpadu Kabupaten Nganjuk tahun 2025 menunjukkan hasil yang 

bervariasi dalam proses transisi indikator dari Renstra 2024–2026 menuju Renstra 2025–2029. 

Pada indikator Nilai Investasi, realisasi kinerja yang mencapai Rp1.105.654.165.215 

memberikan gambaran keberhasilan yang berbeda tergantung pada standar dokumen yang 

digunakan; angka ini hanya mencapai 81,54% jika disandingkan dengan target Renstra lama 

(Rp1,356 triliun), namun berhasil melampaui target atau mencapai 100,33% berdasarkan target 

hasil kalibrasi pada Renstra baru (Rp1,102 triliun). Fenomena serupa terlihat pada indikator 

kualitas pelayanan, di mana realisasi Indeks Pelayanan Publik sebesar 3.51 berhasil melampaui 

target 3.80 dimana nilai IPP diperoleh dari hasil konversi nilai IKM, sementara indikator baru 

yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat hampir mencapai target penuh dengan realisasi 87,73 dari 

target 88 (99,69%) dimana nilai tersebut didapat dari hasil survei kepuasan masyarakat melalui 

aplikasi e-sukma jatim. 

Secara strategis, terdapat tantangan signifikan pada indikator Presentase Pertumbuhan 

Nilai Investasi Daerah yang mengalami kontraksi sebesar -18,65% dari target 35,77% pada 

dokumen lama. Namun, efektivitas perencanaan terlihat lebih optimis pada indikator baru di 

Renstra 2025–2029, yaitu Presentase Nilai Investasi Terhadap Rencana Investasi, yang 

mencatatkan capaian luar biasa sebesar 160,46% (realisasi 49,74 dari target 31). 
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Dari kedua sasaran tersebut terdapat beberapa permasalahan dan diberikan solusi sebagai 

berikut. 

A. Permasalahan 

1. Belum adanya regulasi tentang kemudahan berinvestasi / Perda Percepatan 

Perizinan Berusaha 

2. Masih adanya perusahaan yang belum menyampaikan LKPM.  

3. Masih adanya perusahaan yang tidak/belum merealisasikan kegiatannya di 

lapangan setelah mereka memiliki Nomor Induk Berusahan (NIB)  

4. Masih kurangnya pengetahuan pihak perusahaan dalam pengisian Laporan LKPM  

5. Kapasitas SDM masih perlu ditingkatkan sesuai perkembangan teknologi 

 

B. Solusi : 

1. Melaksanakan Promosi Penanaman Modal dengan berbasis Data Invesment 

Project Ready to Offer 

2. Menyusun Peraturan Daerah Percepatan Perizinan Berusaha di Daerah 

3. Melakukan Bimbingan Teknis kepada Pelaku usaha untuk merealisasikan rencana 

kegiatan usahanya yang telah didaftarkan di OSS 

4. Melakukan Pembinaan, pemantauan dan Pengawasan Penanaman modal agar 

pelaku usaha tertib untuk melakukan pelaporan Kegiatan penanaman Modalnya 

5. Peningkatan kompetensi seluruh Pegawai di Lingkungan DPMPTSP 

6. Peningkatan ketersediaan sarana prasarana dan pendukung Gedung mal Pelayanan 

Publik 

7. Ketersediaan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat terkait layanan 

perizinan dan non perizinan pada beberapa media baik online maupun offline 

(website, media sosial, brosur, baliho, sosialisasi dll) 

 

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DPMPTSP Kabupaten 

Nganjuk ini, masih banyak kekurangannya, saran kritik yang membangun diperlukan untuk 

mencapai hasil sesuai tujuan, kelemahan dalam penyajian data- data yang mendukung uraian 

dan analisa kedepannya akan menjadi hal yang mendasar dalam perbaikan penyajian laporan 

ini.  

Akhirnya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DPMPTSP 

Kabupaten Nganjuk tahun 2025 ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi kinerja 

bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan 

datang, penyempurnaan pelaksanaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta 

penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan  



Lampiran-Lampiran  

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (berdasarkan RPD 2024-2026 dan Renstra 2025 2029)  

a. Berdasarkan Renstra 2024-2026 

 

 
 



a. Berdasarkan Renstra 2025-2029 

 

 
 



2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah  

a.  Berdasarkan Renstra 2024 – 2026 

 

 



 

 

 



 
  



 

b. BerdasrakanRenstra 2025-2029  

 

 



 

 

 



 

 

 
  



 

3. Dokumen Penganggaran (Ikhtisar DPA)  

 

a. Ikhtisar Rekapitulasi DPA 2025 

 

 
  



 

b. Ikhtisar Rekapitulasi DPPA 2025 

 
 



4. Capaian Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan 

 

No 
Sasaran 
Startegis 

Indikator 
Kinerja 

Dokumen 
Perencanaan 

Urusan/Bidang Urusan 
Pemerintahan Daerah dan 

Program/ Kegiatan/ 
SubKegiatan 

Indikator Kinerja Program 
(outcome) / Kegiatan (output) / 

Sub Kegiatan (output) 

Target Kinerja dan 
Anggaran RKPD 
Kabupaten/Kota 

Tahun Berjalan yang 
dievaluasi 

(2025) 

Realisasi Capaian 
Kinerja dan Anggaran 
RKPD Yang Dievaluasi 

(2025) 

Tingkat Capaian 
Kinerja dan 

Anggaran Renja 
Kabupaten/ Kota 
Tahun Berjalan 
yang Dievaluasi 

Link Bukti Dukung 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=8/7*100% 10 

 1 

Tujuan : 
Meningkatkan 
Produktifitas 
Ekonomi Lokal 
Sektir investasi 
daerah 

Nilai Investasi 
Daerah (Rp) 

Nilai 
Investasi 
Daerah (Rp) 

URUSAN PEMERINTAHAN 
BIDANG PENANAMAN 
MODAL 

            

 

      
Renstra 
2024-2026 

PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Nilai Sakip Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu 

77 Nilai 73,65 Nilai 95,65% 

s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

      
Renstra 
2024-2026 

Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

Jumlah Dokumen perencanaan, 
pengganggaran dan evaluasi 
kinerja perangkat daerah 

10 Dokumen 10 Dokumen 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

      
Renstra 
2024-2026 

Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah 

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah 

3 Dokumen 3 Dokumen 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

      
Renstra 
2024-2026 

Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja 
dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

Jumlah Laporan Capaian Kinerja 
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja SKPD 

3 Laporan 3 Laporan 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

      
Renstra 
2024-2026 

Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

4 Laporan 4 Laporan 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

      
Renstra 
2024-2026 

Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen keuangan 
perangkat daerah 

10 Dokumen 10 Dokumen 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

      
Renstra 
2024-2026 

Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

Jumlah Orang yang Menerima 
Gaji dan Tunjangan ASN 

`20/12 Orang/bulan `20/12 Orang/bulan 25,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

      
Renstra 
2024-2026 

Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Keuangan Akhir 
Tahun SKPD 

Jumlah Laporan Keuangan Akhir 
Tahun SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir Tahun SKPD 

5 Laporan 5 Laporan 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 



No 
Sasaran 
Startegis 

Indikator 
Kinerja 

Dokumen 
Perencanaan 

Urusan/Bidang Urusan 
Pemerintahan Daerah dan 

Program/ Kegiatan/ 
SubKegiatan 

Indikator Kinerja Program 
(outcome) / Kegiatan (output) / 

Sub Kegiatan (output) 

Target Kinerja dan 
Anggaran RKPD 
Kabupaten/Kota 

Tahun Berjalan yang 
dievaluasi 

(2025) 

Realisasi Capaian 
Kinerja dan Anggaran 
RKPD Yang Dievaluasi 

(2025) 

Tingkat Capaian 
Kinerja dan 

Anggaran Renja 
Kabupaten/ Kota 
Tahun Berjalan 
yang Dievaluasi 

Link Bukti Dukung 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=8/7*100% 10 

      
Renstra 
2024-2026 

Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Keuangan 
Bulanan/ Triwulanan/ 
Semesteran SKPD 

Jumlah Laporan Keuangan 
Bulanan/ Triwulanan/ 
Semesteran SKPD dan Laporan 
Koordinasi Penyusunan Laporan 
Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/Semesteran 
SKPD 

5 Laporan 5 Laporan 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

      
Renstra 
2024-2026 

Administrasi Barang Milik 
Daerah pada Perangkat 
Daerah 

Tersedianya Laporan rekonsiliasi 
dan penyusunan Laporan barang 
milik daerah 

12 Laporan 12 Laporan 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

      
Renstra 
2024-2026 

Rekonsiliasi dan 
Penyusunan Laporan 
Barang Milik Daerah pada 
SKPD 

Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan 
Penyusunan Laporan Barang 
Milik Daerah pada SKPD 

12 Laporan 12 Laporan 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

      
Renstra 
2024-2026 

Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen administrasi 
kepegawaian Perangkat Daerah 

2 Dokumen 0 Dokumen 0,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

      
Renstra 
2024-2026 

Pengadaan Pakaian Dinas 
beserta Atribut 
Kelengkapannya 

Jumlah Paket Pakaian Dinas 
beserta Atribut Kelengkapan 

0 Paket 0 Paket   s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

      
Renstra 
2024-2026 

Sosialisasi Peraturan 
Perundang-Undangan 

Jumlah Orang yang Mengikuti 
Sosialisasi Peraturan Perundang-
Undangan 

25 Orang 0 Orang 0,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

      
Renstra 
2024-2026 

Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Fasilitas dan koordinasi bagian 
umum yang dilaksanakan 

100 Paket 100 Paket 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

      
Renstra 
2024-2026 

Penyediaan Komponen 
Instalasi Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

Jumlah Paket Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan 
Kantor yang Disediakan 

40 Paket 40 Paket 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

      
Renstra 
2024-2026 

Penyediaan Bahan Logistik 
Kantor 

Jumlah Paket Bahan Logistik 
Kantor yang Disediakan 

100 Paket 100 Paket 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

      
Renstra 
2024-2026 

Penyediaan Barang Cetakan 
dan Penggandaan 

Jumlah Paket Barang Cetakan 
dan Penggandaan yang 
Disediakan 

15 Paket 15 Paket 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

      
Renstra 
2024-2026 

Penyediaan Bahan Bacaan 
dan Peraturan Perundang-
undangan 

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan 
dan Peraturan Perundang-
Undangan yang Disediakan 

12 Dokumen 12 Dokumen 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 



No 
Sasaran 
Startegis 

Indikator 
Kinerja 

Dokumen 
Perencanaan 

Urusan/Bidang Urusan 
Pemerintahan Daerah dan 

Program/ Kegiatan/ 
SubKegiatan 

Indikator Kinerja Program 
(outcome) / Kegiatan (output) / 

Sub Kegiatan (output) 

Target Kinerja dan 
Anggaran RKPD 
Kabupaten/Kota 

Tahun Berjalan yang 
dievaluasi 

(2025) 

Realisasi Capaian 
Kinerja dan Anggaran 
RKPD Yang Dievaluasi 

(2025) 

Tingkat Capaian 
Kinerja dan 

Anggaran Renja 
Kabupaten/ Kota 
Tahun Berjalan 
yang Dievaluasi 

Link Bukti Dukung 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=8/7*100% 10 

      
Renstra 
2024-2026 

Fasilitasi Kunjungan Tamu 
Jumlah Laporan Fasilitasi 
Kunjungan Tamu 

12 Laporan 12 Laporan 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

      
Renstra 
2024-2026 

Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

Jumlah Laporan Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

12 Laporan 12 Laporan 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

      
Renstra 
2024-2026 

Penatausahaan Arsip 
Dinamis pada SKPD 

Jumlah Dokumen Penatausahaan 
Arsip Dinamis pada SKPD 

1 Dokumen 1 Dokumen 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

      
Renstra 
2024-2026 

Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Jumlah Barang Milik Daerah 
pada Perangkat Daerah yang 
disediakan 

40 Unit 40 Unit 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

      
Renstra 
2024-2026 

Pengadaan Kendaraan 
PerOrangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan 

Jumlah Unit Kendaraan 
PerOrangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan Yang 
Disediakan 

0 Unit 0 Unit   s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

      
Renstra 
2024-2026 

Pengadaan Mebel 
Jumlah Paket Mebel yang 
Disediakan 

5 Unit 5 Unit 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

      
Renstra 
2024-2026 

Pengadaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 
Lainnya yang Disediakan 

30 Unit 30 Unit 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

      
Renstra 
2024-2026 

Pengadaan Aset Tak 
Berwujud 

Jumlah Unit Aset Tak Berwujud 
yang Disediakan 

0 Unit 0 Unit   s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

      
Renstra 
2024-2026 

Pengadaan Sarana dan 
Prasarana Gedung Kantor 
atau Bangunan Lainnya 

Jumlah Unit Sarana dan 
Prasarana Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya yang 
Disediakan 

5 Unit 5 Unit 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

      
Renstra 
2024-2026 

Pengadaan Sarana dan 
Prasarana Pendukung 
Gedung Kantor 

Jumlah Unit Sarana dan 
Prasarana Pendukung Gedung 
Kantor atau Bangunan Lainnya 
yang Disediakan 

0 Unit 0 Unit   s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

      
Renstra 
2024-2026 

Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Jumlah Laporan penyediaan jasa 
penunjang urusan pemerintah 
daerah 

12 Laporan 12 Laporan 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

      
Renstra 
2024-2026 

Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Surat Menyurat 

12 Laporan 12 Laporan 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

      
Renstra 
2024-2026 

Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya 
Air dan Listrik 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya Air 
dan Listrik yang Disediakan 

12 Laporan 12 Laporan 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 



No 
Sasaran 
Startegis 

Indikator 
Kinerja 

Dokumen 
Perencanaan 

Urusan/Bidang Urusan 
Pemerintahan Daerah dan 

Program/ Kegiatan/ 
SubKegiatan 

Indikator Kinerja Program 
(outcome) / Kegiatan (output) / 

Sub Kegiatan (output) 

Target Kinerja dan 
Anggaran RKPD 
Kabupaten/Kota 

Tahun Berjalan yang 
dievaluasi 

(2025) 

Realisasi Capaian 
Kinerja dan Anggaran 
RKPD Yang Dievaluasi 

(2025) 

Tingkat Capaian 
Kinerja dan 

Anggaran Renja 
Kabupaten/ Kota 
Tahun Berjalan 
yang Dievaluasi 

Link Bukti Dukung 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=8/7*100% 10 

      
Renstra 
2024-2026 

Penyediaan Jasa Pelayanan 
Umum Kantor 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor yang 
Disediakan 

12 Laporan 12 Laporan 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

      
Renstra 
2024-2026 

Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Jumlah barang milik daerah 
pada perangkat daerah yang 
terpelihara 

28 Unit 28 Unit 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

      
Renstra 
2024-2026 

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 

Jumlah Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan yang 
Dipelihara dan dibayarkan Pajak 
dan Perizinannya 

11 Unit 11 Unit 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

      
Renstra 
2024-2026 

Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 10 Unit 10 Unit 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

      
Renstra 
2024-2026 

Pemeliharaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya 

Jumlah Peralatan dan Mesin 
Lainnya yang Dipelihara 

4 Unit 4 Unit 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

      
Renstra 
2024-2026 

Pemeliharaan Aset Tak 
Berwujud 

Jumlah Aset Tak Berwujud yang 
Dipelihara 

2 Unit 2 Unit 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

      
Renstra 
2024-2026 

Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya 

Jumlah Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 

1 Unit 1 Unit 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

  

Sasaran 1 : 
Meningkatnya 
Iklim Investasi 

Presentase 
Pertumbuhan 
Nilai Investasi 

Daerah (%) 

Renstra 
2024-2026 

PROGRAM 
PENGEMBANGAN IKLIM 
PENANAMAN MODAL 

Persentase Peta Potensi dan 
Peluang Usaha Kabupaten / Kota 
yang dibuat 

100 % 100 % 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

  
Renstra 
2024-2026 

Pembuatan Peta Potensi 
Investasi Kabupaten/Kota 

Jumlah peta potensi dan 
peluang usaha yang tersusun 

2 Dokumen 2 Dokumen 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

  
Renstra 
2024-2026 

Penyusunan Rencana 
Umum Penanaman Modal 
Daerah Kabupaten/Kota 

Jumlah Peraturan Daerah (Perda) 
Rencana Umum Penanaman 
Modal Daerah Kabupaten/Kota 

1 Dokumen 1 Dokumen 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

  
Renstra 
2024-2026 

Penyusunan Peta Potensi 
Investasi Kabupaten/Kota 

Jumlah Dokumen Peta Potensi 
Investasi Kabupaten/Kota 

1 Dokumen 1 Dokumen 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

  
Renstra 
2024-2026 

PROGRAM PROMOSI 
PENANAMAN MODAL 

Persentase Promosi Penanaman 
Modal yang diikuti 

100 % 100 % 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

  
Renstra 
2024-2026 

Penyelenggaraan Promosi 
Penanaman Modal yang 
Menjadi Kewenangan 
Daerah Kabupaten/Kota 

Jumlah Promosi Penanaman 
Modal yang diikuti 

3 Dokumen 3 Dokumen 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 



No 
Sasaran 
Startegis 

Indikator 
Kinerja 

Dokumen 
Perencanaan 

Urusan/Bidang Urusan 
Pemerintahan Daerah dan 

Program/ Kegiatan/ 
SubKegiatan 

Indikator Kinerja Program 
(outcome) / Kegiatan (output) / 

Sub Kegiatan (output) 

Target Kinerja dan 
Anggaran RKPD 
Kabupaten/Kota 

Tahun Berjalan yang 
dievaluasi 

(2025) 

Realisasi Capaian 
Kinerja dan Anggaran 
RKPD Yang Dievaluasi 

(2025) 

Tingkat Capaian 
Kinerja dan 

Anggaran Renja 
Kabupaten/ Kota 
Tahun Berjalan 
yang Dievaluasi 

Link Bukti Dukung 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=8/7*100% 10 

  
Renstra 
2024-2026 

Pelaksanaan Kegiatan 
Promosi Penanaman Modal 
Daerah Kabupaten/Kota 

Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan 
Promosi Penanaman Modal 
Kabupaten/Kota 

3 Dokumen 3 Dokumen 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

  
Renstra 
2024-2026 

PROGRAM PENGENDALIAN 
PELAKSANAAN 
PENANAMAN MODAL 

Persentase kegiatan 
pengendalian penanaman modal 
yang dilaksanakan 

100 % 100 % 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

  
Renstra 
2024-2026 

Pengendalian Pelaksanaan 
Penanaman Modal yang 
Menjadi Kewenangan 
Daerah Kabupaten/Kota 

Jumlah Kegiatan Usahayang 
menjadi obyek pemantauan, 
pembinaan dan pengawasan 
penanaman modal 

240 
Pelaku 
usaha 

240 
Pelaku 
usaha 

100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

  
Renstra 
2024-2026 

Penyelesaian Permasalahan 
dan Hambatan yang 
dihadapi Pelaku Usaha 
dalam merealisasikan 
Kegiatan Usahanya 

Jumlah Penyelesaian 
Permasalahan dan  Hambatan 
yang  dihadapi Pelaku Usaha 
dalam merealisasikan Kegiatan 
Usahanya 

5 
Kegiatan 
Usaha. 

5 
Kegiatan 
Usaha. 

100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

  
Renstra 
2024-2026 

Bimbingan Teknis kepada 
Pelaku Usaha 

Jumlah Pelaku Usaha yang 
Mengikuti Bimbingan Teknis/ 
Sosialisasi Implementasi 
Perizinan Berusaha Berbasis 
Risiko dan Pengawasan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko 

20 
Pelaku 
Usaha 

20 
Pelaku 
Usaha 

100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

  
Renstra 
2024-2026 

Pengawasan Penanaman 
Modal 

Jumlah Kegiatan Usaha dari 
Pelaku Usaha yang Telah 
Dianalisa dan Diverifikasi Data,  
Profil dan Informasi Kegiatan 
Usaha dari Pelaku  DIlakukan 
Inspeksi Lapangan ; serta 
DIlakukan Evaluasi Penilaian 
Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan 
Berusaha 

10 
Kegiatan 

Usaha 
10 

Kegiatan 
Usaha 

100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

  

Sasaran 2 : 
Meningkatnya 

Kualitas 
Pelayanan 

Perizinan dan 
Non Perizinan 

Indeks 
Pelayanan 

Publik (Nilai) 

Renstra 
2024-2026 

PROGRAM PELAYANAN 
PENANAMAN MODAL 

Persentase Kegiatan Usaha yang 
mendapat pelayanan perizinan 
dan non perizinan di bidang 
penanaman modal 

95 % 95 % 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

  
Renstra 
2024-2026 

Pelayanan Perizinan dan 
Non Perizinan Secara 

Jumlah kegiatan usaha yang 
mendapat pelayanan perizinan 

3800 
Pelaku 
Usaha 

3800 
Pelaku 
Usaha 

100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 



No 
Sasaran 
Startegis 

Indikator 
Kinerja 

Dokumen 
Perencanaan 

Urusan/Bidang Urusan 
Pemerintahan Daerah dan 

Program/ Kegiatan/ 
SubKegiatan 

Indikator Kinerja Program 
(outcome) / Kegiatan (output) / 

Sub Kegiatan (output) 

Target Kinerja dan 
Anggaran RKPD 
Kabupaten/Kota 

Tahun Berjalan yang 
dievaluasi 

(2025) 

Realisasi Capaian 
Kinerja dan Anggaran 
RKPD Yang Dievaluasi 

(2025) 

Tingkat Capaian 
Kinerja dan 

Anggaran Renja 
Kabupaten/ Kota 
Tahun Berjalan 
yang Dievaluasi 

Link Bukti Dukung 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=8/7*100% 10 

Terpadu Satu Pintu 
dibidang Penanaman 
Modal yang Menjadi 
Kewenangan Daerah 
Kabupaten/ Kota 

dan non perizinan secara 
terpadu satu pintu di bidang 
Penanaman Modal 

  
Renstra 
2024-2026 

Koordinasi dan Sinkronisasi 
Penetapan Pemberian 
Fasilitas/Insentif Daerah 

Jumlah Kegiatan Koordinasi dan 
Sinkronisasi Penentapan 
Pemberian Fasilitas/Insentif yang 
menjadi Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

12 Dokumen 12 Dokumen 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

  
Renstra 
2024-2026 

Penyediaan Pelayanan 
Perizinan Berusaha melalui 
Sistem Perizinan Berusaha 
Berbasis Risiko Terintegrasi 
secara Elektronik 

Jumlah Pelaku Usaha yang 
Mendapatkan Pelayanan 
Perizinan Berusaha melalui 
Sistem Perizinan Berusaha 
Berbasis Risiko Terintegrasi 
secara Elektronik 

3800 
Pelaku 
Usaha 

3800 
Pelaku 
Usaha 

100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

  
Renstra 
2024-2026 

Penyediaan dan 
pengelolaan Layanan 
konsultasi perizinan 
berusaha berbasis risiko 

Jumlah Pelaku usaha yang 
Memperoleh Layanan Konsultasi 
Perizinan Berusaha melalui 
Sistem Perizinan Berusaha 
Berbasis Risiko Terintegrasi 
secara Elektronik 

15 
Pelaku 
Usaha 

15 
Pelaku 
Usaha 

100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

  
Renstra 
2024-2026 

Pemantauan, analisis, 
evaluasi, dan peLaporan di 
bidang perizinan berusaha 
berbasis risiko 

Jumlah Kegiatan Usaha yang 
mendapat  pemantauan, analisis, 
evaluasi, dan peLaporan di 
bidang perizinan berusaha 
berbasis risiko Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota bagi Kegiatan 
Usaha Dari Pelaku Usaha 

12 
Kegiatan 

Usaha 
12 

Kegiatan 
Usaha 

100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

  
Renstra 
2024-2026 

PROGRAM PENGELOLAAN 
DATA DAN SISTEM 
INFORMASI PENANAMAN 
MODAL 

Persentase data dan informasi 
perizinan yang dimanfaatkan 

100 % 100 % 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

  
Renstra 
2024-2026 

Pengelolaan Data dan 
Informasi Perizinan dan 
Non Perizinan yang 

Terlaksananya pengelolaan data 
dan informasi perizinan dan non 
perizinan yang terintegrasi pada 
tingkat daerah kabupaten/kota 

20 Dokumen 20 Dokumen 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 



No 
Sasaran 
Startegis 

Indikator 
Kinerja 

Dokumen 
Perencanaan 

Urusan/Bidang Urusan 
Pemerintahan Daerah dan 

Program/ Kegiatan/ 
SubKegiatan 

Indikator Kinerja Program 
(outcome) / Kegiatan (output) / 

Sub Kegiatan (output) 

Target Kinerja dan 
Anggaran RKPD 
Kabupaten/Kota 

Tahun Berjalan yang 
dievaluasi 

(2025) 

Realisasi Capaian 
Kinerja dan Anggaran 
RKPD Yang Dievaluasi 

(2025) 

Tingkat Capaian 
Kinerja dan 

Anggaran Renja 
Kabupaten/ Kota 
Tahun Berjalan 
yang Dievaluasi 

Link Bukti Dukung 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=8/7*100% 10 

Terintegrasi pada Tingkat 
Daerah Kabupaten/Kota 

  
Renstra 
2024-2026 

Pengolahan, Penyajian dan 
Pemanfaatan Data dan 
Informasi Perizinan 
Berbasis Sistem Pelayanan 
Perizinan Berusaha 
Terintegrasi secara 
Elektronik 

Jumlah Data dan Informasi 
Perizinan  Berbasis Sistem 
Pelayanan Perizinan Berusaha 
Terintegrasi secara Elektronik 
yang Diolah, Dikaji dan 
Dimanfaatkan 

20 Dokumen 20 Dokumen 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

 2 

Tujuan : 
Meningkatkan 
Produktifitas 
Ekonomi Lokal 
Sektir investasi 
daerah 

Nilai Investasi 
(Rp) 

Nilai 
Investasi 
Daerah (Rp) 

URUSAN PEMERINTAHAN 
BIDANG PENANAMAN 
MODAL 

            s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

      
Renstra 
2025-2029 

PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

            s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

      
Renstra 
2025-2029 

Meningkatnya 
akuntabilitas kinerja 
Perangkat Daerah 

Nilai Akuntabilitas Kinerja 
Perangkat Daerah (Nilai)  

73 Nilai 73,65 Nilai 95,65% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

      
Renstra 
2025-2029 

Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

Jumlah Dokumen perencanaan, 
pengganggaran dan evaluasi 
kinerja perangkat daerah 

10 Dokumen 10 Dokumen 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

        
Jumlah Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah 

3 Dokumen 3 Dokumen 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

        

Jumlah Laporan Capaian Kinerja 
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja SKPD 

3 Laporan 3 Laporan 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

        
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

4 Laporan 4 Laporan 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 



No 
Sasaran 
Startegis 

Indikator 
Kinerja 

Dokumen 
Perencanaan 

Urusan/Bidang Urusan 
Pemerintahan Daerah dan 

Program/ Kegiatan/ 
SubKegiatan 

Indikator Kinerja Program 
(outcome) / Kegiatan (output) / 

Sub Kegiatan (output) 

Target Kinerja dan 
Anggaran RKPD 
Kabupaten/Kota 

Tahun Berjalan yang 
dievaluasi 

(2025) 

Realisasi Capaian 
Kinerja dan Anggaran 
RKPD Yang Dievaluasi 

(2025) 

Tingkat Capaian 
Kinerja dan 

Anggaran Renja 
Kabupaten/ Kota 
Tahun Berjalan 
yang Dievaluasi 

Link Bukti Dukung 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=8/7*100% 10 

      
Renstra 
2025-2029 

Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen keuangan 
perangkat daerah 

10 Dokumen 10 Dokumen 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

        
Jumlah Orang yang Menerima 
Gaji dan Tunjangan ASN 

`20/12 Orang/bulan `20/12 Orang/bulan 25,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

        

Jumlah Laporan Keuangan Akhir 
Tahun SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir Tahun SKPD 

5 Laporan 5 Laporan 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

        

Jumlah Laporan Keuangan 
Bulanan/ Triwulanan/ 
Semesteran SKPD dan Laporan 
Koordinasi Penyusunan Laporan 
Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/Semesteran 
SKPD 

5 Laporan 5 Laporan 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

      
Renstra 
2025-2029 

Administrasi Barang Milik 
Daerah pada Perangkat 
Daerah 

Tersedianya Laporan rekonsiliasi 
dan penyusunan Laporan barang 
milik daerah 

12 Laporan 12 Laporan 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

        
Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan 
Penyusunan Laporan Barang 
Milik Daerah pada SKPD 

12 Laporan 12 Laporan 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

      
Renstra 
2025-2029 

Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen administrasi 
kepegawaian Perangkat Daerah 

2 Dokumen 0 Dokumen 0,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

        
Jumlah Paket Pakaian Dinas 
beserta Atribut Kelengkapan 

0 Paket 0 Paket   s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

        
Jumlah Orang yang Mengikuti 
Sosialisasi Peraturan Perundang-
Undangan 

25 Orang 0 Orang 0,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

      
Renstra 
2025-2029 

Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Fasilitas dan koordinasi bagian 
umum yang dilaksanakan 

100 Paket 100 Paket 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

        
Jumlah Paket Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan 
Kantor yang Disediakan 

40 Paket 40 Paket 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

        
Jumlah Paket Bahan Logistik 
Kantor yang Disediakan 

100 Paket 100 Paket 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 



No 
Sasaran 
Startegis 

Indikator 
Kinerja 

Dokumen 
Perencanaan 

Urusan/Bidang Urusan 
Pemerintahan Daerah dan 

Program/ Kegiatan/ 
SubKegiatan 

Indikator Kinerja Program 
(outcome) / Kegiatan (output) / 

Sub Kegiatan (output) 

Target Kinerja dan 
Anggaran RKPD 
Kabupaten/Kota 

Tahun Berjalan yang 
dievaluasi 

(2025) 

Realisasi Capaian 
Kinerja dan Anggaran 
RKPD Yang Dievaluasi 

(2025) 

Tingkat Capaian 
Kinerja dan 

Anggaran Renja 
Kabupaten/ Kota 
Tahun Berjalan 
yang Dievaluasi 

Link Bukti Dukung 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=8/7*100% 10 

        
Jumlah Paket Barang Cetakan 
dan Penggandaan yang 
Disediakan 

15 Paket 15 Paket 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

        
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan 
dan Peraturan Perundang-
Undangan yang Disediakan 

12 Dokumen 12 Dokumen 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

        
Jumlah Laporan Fasilitasi 
Kunjungan Tamu 

12 Laporan 12 Laporan 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

        
Jumlah Laporan Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

12 Laporan 12 Laporan 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

        
Jumlah Dokumen Penatausahaan 
Arsip Dinamis pada SKPD 

1 Dokumen 1 Dokumen 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

      
Renstra 
2025-2029 

Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Jumlah Barang Milik Daerah 
pada Perangkat Daerah yang 
disediakan 

40 Unit 40 Unit 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

        
Jumlah Paket Mebel yang 
Disediakan 

5 Unit 5 Unit 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

        
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 
Lainnya yang Disediakan 

30 Unit 30 Unit 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

        

Jumlah Unit Sarana dan 
Prasarana Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya yang 
Disediakan 

5 Unit 5 Unit 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

      
Renstra 
2025-2029 

Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Jumlah Laporan penyediaan jasa 
penunjang urusan pemerintah 
daerah 

12 Laporan 12 Laporan 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

        
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Surat Menyurat 

12 Laporan 12 Laporan 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

        
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya Air 
dan Listrik yang Disediakan 

12 Laporan 12 Laporan 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

        
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor yang 
Disediakan 

12 Laporan 12 Laporan 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 



No 
Sasaran 
Startegis 

Indikator 
Kinerja 

Dokumen 
Perencanaan 

Urusan/Bidang Urusan 
Pemerintahan Daerah dan 

Program/ Kegiatan/ 
SubKegiatan 

Indikator Kinerja Program 
(outcome) / Kegiatan (output) / 

Sub Kegiatan (output) 

Target Kinerja dan 
Anggaran RKPD 
Kabupaten/Kota 

Tahun Berjalan yang 
dievaluasi 

(2025) 

Realisasi Capaian 
Kinerja dan Anggaran 
RKPD Yang Dievaluasi 

(2025) 

Tingkat Capaian 
Kinerja dan 

Anggaran Renja 
Kabupaten/ Kota 
Tahun Berjalan 
yang Dievaluasi 

Link Bukti Dukung 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=8/7*100% 10 

      
Renstra 
2025-2029 

Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Jumlah barang milik daerah 
pada perangkat daerah yang 
terpelihara 

28 Unit 28 Unit 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

        

Jumlah Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan yang 
Dipelihara dan dibayarkan Pajak 
dan Perizinannya 

11 Unit 11 Unit 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

        Jumlah Mebel yang Dipelihara 10 Unit 10 Unit 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

        
Jumlah Peralatan dan Mesin 
Lainnya yang Dipelihara 

4 Unit 4 Unit 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

        
Jumlah Aset Tak Berwujud yang 
Dipelihara 

2 Unit 2 Unit 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

        
Jumlah Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 

1 Unit 1 Unit 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

  

Sasaran 1 : 
Meningkatnya 
Iklim Investasi 

Presentase 
Nilai Investasi 

Terhadap 
Rencana 

Investasi (%) 

Renstra 
2025-2029 

PROGRAM 
PENGEMBANGAN IKLIM 
PENANAMAN MODAL 

            s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

  
Renstra 
2025-2029 

Meningkatnya daya tarik 
investasi 

Persentase peningkatan 
proyek investasi (%)  

5 % 81,02 % 1620,40% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

  
Renstra 
2025-2029 

Pembuatan Peta Potensi 
Investasi Kabupaten/Kota 

Jumlah peta potensi dan 
peluang usaha yang tersusun 

2 Dokumen 2 Dokumen 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

    
Jumlah Peraturan Daerah (Perda) 
Rencana Umum Penanaman 
Modal Daerah Kabupaten/Kota 

1 Dokumen 1 Dokumen 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

    
Jumlah Dokumen Peta Potensi 
Investasi Kabupaten/Kota 

1 Dokumen 1 Dokumen 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

  
Renstra 
2025-2029 

PROGRAM PROMOSI 
PENANAMAN MODAL 

Persentase Promosi Penanaman 
Modal yang diikuti 

          s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

  
Renstra 
2025-2029 

Meningkatnya jangkauan 
promosi 
penanaman modal 

Persentase Peningkatan 
Investor yang Berinvestasi 
(%) 

1,00 % 21,68 % 2168,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

  
Renstra 
2025-2029 

Penyelenggaraan Promosi 
Penanaman Modal yang 
Menjadi Kewenangan 
Daerah Kabupaten/Kota 

Jumlah Promosi Penanaman 
Modal yang diikuti 

3 Dokumen 3 Dokumen 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 



No 
Sasaran 
Startegis 

Indikator 
Kinerja 

Dokumen 
Perencanaan 

Urusan/Bidang Urusan 
Pemerintahan Daerah dan 

Program/ Kegiatan/ 
SubKegiatan 

Indikator Kinerja Program 
(outcome) / Kegiatan (output) / 

Sub Kegiatan (output) 

Target Kinerja dan 
Anggaran RKPD 
Kabupaten/Kota 

Tahun Berjalan yang 
dievaluasi 

(2025) 

Realisasi Capaian 
Kinerja dan Anggaran 
RKPD Yang Dievaluasi 

(2025) 

Tingkat Capaian 
Kinerja dan 

Anggaran Renja 
Kabupaten/ Kota 
Tahun Berjalan 
yang Dievaluasi 

Link Bukti Dukung 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=8/7*100% 10 

    
Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan 
Promosi Penanaman Modal 
Kabupaten/Kota 

3 Dokumen 3 Dokumen 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

  
Renstra 
2025-2029 

PROGRAM PENGENDALIAN 
PELAKSANAAN 
PENANAMAN MODAL 

            s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

  
Renstra 
2025-2029 

Meningkatnya kualitas 
LKPM 

Persentase pelaku 
usaha/investor yang 
melaporkan LKPM (%) 

100 % 94,71 % 94,71% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

  
Renstra 
2025-2029 

Pengendalian Pelaksanaan 
Penanaman Modal yang 
Menjadi Kewenangan 
Daerah Kabupaten/Kota 

Jumlah Kegiatan Usahayang 
menjadi obyek pemantauan, 
pembinaan dan pengawasan 
penanaman modal 

240 
Pelaku 
usaha 

240 
Pelaku 
usaha 

100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

    

Jumlah Penyelesaian 
Permasalahan dan  Hambatan 
yang  dihadapi Pelaku Usaha 
dalam merealisasikan Kegiatan 
Usahanya 

5 
Kegiatan 
Usaha. 

5 
Kegiatan 
Usaha. 

100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

    

Jumlah Pelaku Usaha yang 
Mengikuti Bimbingan Teknis/ 
Sosialisasi Implementasi 
Perizinan Berusaha Berbasis 
Risiko dan Pengawasan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko 

20 
Pelaku 
Usaha 

20 
Pelaku 
Usaha 

100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

    

Jumlah Kegiatan Usaha dari 
Pelaku Usaha yang Telah 
Dianalisa dan Diverifikasi Data,  
Profil dan Informasi Kegiatan 
Usaha dari Pelaku  DIlakukan 
Inspeksi Lapangan ; serta 
DIlakukan Evaluasi Penilaian 
Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan 
Berusaha 

10 
Kegiatan 

Usaha 
10 

Kegiatan 
Usaha 

100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

  
Sasaran 2 : 

Meningkatnya 
Indeks 

Kepuasan 
Renstra 
2025-2029 

PROGRAM PELAYANAN 
PENANAMAN MODAL 

            s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 



No 
Sasaran 
Startegis 

Indikator 
Kinerja 

Dokumen 
Perencanaan 

Urusan/Bidang Urusan 
Pemerintahan Daerah dan 

Program/ Kegiatan/ 
SubKegiatan 

Indikator Kinerja Program 
(outcome) / Kegiatan (output) / 

Sub Kegiatan (output) 

Target Kinerja dan 
Anggaran RKPD 
Kabupaten/Kota 

Tahun Berjalan yang 
dievaluasi 

(2025) 

Realisasi Capaian 
Kinerja dan Anggaran 
RKPD Yang Dievaluasi 

(2025) 

Tingkat Capaian 
Kinerja dan 

Anggaran Renja 
Kabupaten/ Kota 
Tahun Berjalan 
yang Dievaluasi 

Link Bukti Dukung 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=8/7*100% 10 

  

Kualitas 
Pelayanan 

Perizinan dan 
Non Perizinan 

Masyarakat 
(Indeks) Renstra 

2025-2029 

Meningkatnya ketepatan 
penerbitan 
perizinan dan non 
perizinan 

Persentase penerbitan 
perizinan tepat waktu (%)  

100 % 99,04 % 99,04% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

  
Renstra 
2025-2029 

Pelayanan Perizinan dan 
Non Perizinan Secara 
Terpadu Satu Pintu 
dibidang Penanaman 
Modal yang Menjadi 
Kewenangan Daerah 
Kabupaten/ Kota 

Jumlah kegiatan usaha yang 
mendapat pelayanan perizinan 
dan non perizinan secara 
terpadu satu pintu di bidang 
Penanaman Modal 

3800 
Pelaku 
Usaha 

3800 
Pelaku 
Usaha 

100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

    

Jumlah Kegiatan Koordinasi dan 
Sinkronisasi Penentapan 
Pemberian Fasilitas/Insentif yang 
menjadi Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

12 Dokumen 12 Dokumen 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

    

Jumlah Pelaku Usaha yang 
Mendapatkan Pelayanan 
Perizinan Berusaha melalui 
Sistem Perizinan Berusaha 
Berbasis Risiko Terintegrasi 
secara Elektronik 

3800 
Pelaku 
Usaha 

3800 
Pelaku 
Usaha 

100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

    

Jumlah Pelaku usaha yang 
Memperoleh Layanan Konsultasi 
Perizinan Berusaha melalui 
Sistem Perizinan Berusaha 
Berbasis Risiko Terintegrasi 
secara Elektronik 

15 
Pelaku 
Usaha 

15 
Pelaku 
Usaha 

100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

    

Jumlah Kegiatan Usaha yang 
mendapat  pemantauan, analisis, 
evaluasi, dan peLaporan di 
bidang perizinan berusaha 
berbasis risiko Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota bagi Kegiatan 
Usaha Dari Pelaku Usaha 

12 
Kegiatan 

Usaha 
12 

Kegiatan 
Usaha 

100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 



No 
Sasaran 
Startegis 

Indikator 
Kinerja 

Dokumen 
Perencanaan 

Urusan/Bidang Urusan 
Pemerintahan Daerah dan 

Program/ Kegiatan/ 
SubKegiatan 

Indikator Kinerja Program 
(outcome) / Kegiatan (output) / 

Sub Kegiatan (output) 

Target Kinerja dan 
Anggaran RKPD 
Kabupaten/Kota 

Tahun Berjalan yang 
dievaluasi 

(2025) 

Realisasi Capaian 
Kinerja dan Anggaran 
RKPD Yang Dievaluasi 

(2025) 

Tingkat Capaian 
Kinerja dan 

Anggaran Renja 
Kabupaten/ Kota 
Tahun Berjalan 
yang Dievaluasi 

Link Bukti Dukung 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=8/7*100% 10 

  
Renstra 
2025-2029 

PROGRAM PENGELOLAAN 
DATA DAN SISTEM 
INFORMASI PENANAMAN 
MODAL 

            s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

  
Renstra 
2025-2029 

Meningkatnya 
pemanfaatan data dan 
informasi penanaman 
modal 

Presentase Pemanfaatan Data 
dan Informasi Penanaman 
Modal (%) 

75 % 75 % 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

  
Renstra 
2025-2029 

Pengelolaan Data dan 
Informasi Perizinan dan 
Non Perizinan yang 
Terintegrasi pada Tingkat 
Daerah Kabupaten/Kota 

Terlaksananya pengelolaan data 
dan informasi perizinan dan non 
perizinan yang terintegrasi pada 
tingkat daerah kabupaten/kota 

20 Dokumen 20 Dokumen 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

    

Jumlah Data dan Informasi 
Perizinan  Berbasis Sistem 
Pelayanan Perizinan Berusaha 
Terintegrasi secara Elektronik 
yang Diolah, Dikaji dan 
Dimanfaatkan 

20 Dokumen 20 Dokumen 100,00% s.id/LKJIP-DPMPTSP-2025 

 

 

 



4. Capaian Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program 

 

a. Data Dukung Capaian Tujuan dan Sasaran 

1. Dashboard Realisasi Investasi Tahun 2025 Bagi Non UMK 

 
 

2. Dashboard Realisasi Investasi Tahun 2025 Bagi UMK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

3. Data Nilai Investasi 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 
 

 

 

 

  



4. Dashboard Rencana Investasi / OSS Tahun 2025 

 

 
 

5. Data Rencana Investasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



6. Dashboar Survei Kepuasan Masyarakat 

 

 
7. Laporan Survei Kepuasan Masyarakat 

     

 
 



b. Data Dukung Capaian Program 

 

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 

Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai) 

 

 

 



 

 



2. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 

Indikator Kinerja Persentase peningkatan proyek investasi (%) 

 

 

 
  



3. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 

Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi(%) 

 

 

 
  



4. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 

Indikator Kinerja Persentase pelaku usaha/investor yang melaporkan LKPM (%) 

 

 

 
 

  



5. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 

Indikator Kinerja Presentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (%) 

 

 
 

  



6. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN 

MODAL 

Indikator Kinerja Presentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (%) 

 

 

 


